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PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap . CATUR PRABOWO.

Tempat lahir . Jakarta.

Umur/tanggal : 56 Tahun/ 29 November 1966.

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal . - Perumahan Serenia Hills Blok O-6 Kelurahan
Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta
Selatan (Domisili). Komplek BPPT JI. Teknologi X
No. 7, RT 9 RW 3, Meruya Utara, Kembangan,
Jakarta Barat.

Agama : o Islam.

Pekerjaan . Direktur Utama PT Amarta Karya (tahun 2016
s.d. 2020).

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 15 Juli 2023;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 Juli 2023
sampai dengan 14 Agustus 2023;

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15
Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan 26
September 2023.
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6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung
Klas I A Khusus sejak tanggal 19 september 2023 sampai dengan 18
Oktober 2023l

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Bandung Klas | A Khusus sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai
dengan 17 Desember 2023;

8. Perpanjangan Ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18
Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2023;

9. Perpanjangan Ke-ll Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17
Januari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024;

10.Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai
dengan tanggal 12 Maret 2024;

11.Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak
tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum oleh NARISQA
SUMARDI, S.H., M.H, CLA., R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., JEREMIAH
W. KALIGIS, S.H., H. NASRUDDIN, S.H., M. FERRY SAPTA ADI, S.H,, dan
YEHEZKIEL JUNIOR KALIGIS, S.H., Advokat-advokat pada pada Kantor
Hukum THAMANIA LAW OFFICE di Graha Toedjoeh Empat Jalan
Woltermonginsidi No 15 Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan PN Bandung Kelas IA Khusus tanggal 2 Oktober 2023. nomor
196/SK/TPK/2023/PN Bdg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan

sebagai berikut :

KESATU :
PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP);

ATAU
KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo. Pasal 18 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN
KEDUA :

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Rl Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.
Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No.5/Pid.Sus-TPK/2024/PT
BDG tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili

perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG tanggal 06 Maret 2024 untuk

membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG
tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
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4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN
Bdg tanggal 05 Februari 2024 serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada
sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CATUR PRABOWO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi“bersama-sama
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara“ dan
melakukan tindak pidana pencucian uang “beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KOMULATIF
KESATU alternatif PERTAMA dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana DAN DAKWAAN KOMULATIF KEDUA melanggar Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal
65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CATUR PRABOWO berupa pidana
penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair
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selama 12 (dua belas) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap
ditahan.

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp30.140.137.677,00
(tiga puluh miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus
tujuh puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut
Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka
dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menyatakan barang bukti :

(Conform/sama dengan daftar barang bukti pada amar Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 3 s/d halaman 63);

5. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 05
Februari 2024 yang amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CATUR PRABOWO tersebut di atas, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-
sama sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama dan tindak
pidana pencucian uang gabungan beberapa perbuatan” sebagaimana dakwaan
Kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara
selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan
pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang
pengganti sejumlah Rp30.140.137.677,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh
juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang

diperhitungkan dengan barang bukti yang dirampas dan diperhitungkan dengan
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pembayaran uang pengganti dengan ketentuan apabila Terpidana tidak
membayarkan kekurangan uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 4
(empat) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti :

Conform/sama dengan daftar barang bukti pada amar Putusan Majelis

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 631 s/d halaman 688,

sebagai berikut :

- Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 462 dikembalikan kepada
Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

- Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor Urut 465 dirampas untuk
negara dan diperhitungkan dengan pembayaran uang Pengganti;

- Nomor Urut 466 sampai dengan Nomor Urut 468 dikembalikan
kepada Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

- Nomor Urut 469 sampai dengan Nomor Urut 470 dirampas untuk
negara dan Diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;

- Nomor Urut 471 sampai dengan Nomor Urut 476 dikembalikan
kepada Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

- Nomor Urut 477 dirampas untuk negara.

- Nomor Urut 478 sampai dengan Nomor Urut 487 dikembalikan
kepada Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.
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- Nomor Urut 488 Dirampas untuk negara diperhitungkan dengan
Beban Pembayaran Uang Pengganti;

- Barang bukti tambahan diajukan saat Penuntutan : Nomor Urut 1
sampai dengan Nomor Urut 16 Barang Bukti Tambahan diajukan
saat Penuntutan dirampas untuk negara Diperhitungkan dengan
Beban Pembayaran uang Pengganti

5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/TPK /
2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Senin
tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 05
Februari 2024 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca  Memori Banding bertanggal 28 Februari 2024,
yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan
salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding bertanggal 14 Maret 2024, yang
diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberatasan Korupsi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Bandung tanggal 14 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya

kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
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Negeri Bandung kepada Penuntut Umum melalui Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan Surat Nomor :W11.U1/923/HK.07/11/2024
tanggal 16 Februari 2024 dan kepada Kuasa Terdakwa dengan Surat Nomor
922/PAN.PN.W.11.U1/HK.2.2/11/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
membaca dan mencermati keseluruhan berkas perkara, mulai dari Berita Acara
Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari
Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta
salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 05 Februari 2024,
Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, apakah Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan
terbuktinya perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa Catur
Prabowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu
Alternatif Pertama dan tindak pidana pencucian uang gabungan beberapa perbuatan”
sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua”, maka sehubungan dengan Permintaan
banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan
mempertimbangkan apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut dan
penjatuhan pidananya telah tepat dan benar dan apakah sependapat atau tidak
sependapat dengan penjatuhan pidana badan yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, dan apakah sudah menyesuaikan dengan Perma Nomor 1 tahun
2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pidana uang pengganti
kerugian keuangan Negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana

dendanya, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;
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Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori
banding bertanggal 28 Februari 2024, yang memuat alasan-alasannya
mengajukan permintaan banding dalam perkara ini pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Pada Memori Bandingnya menolak keterangan-keterangan saksi-saksi di
bawah sumpah yang dijadikan alat bukti, yaitu keterangan saksi Pandhit
Seno Aji, saksi Deden Prayoga, saksi Trisna Sutisna, fakta hukum yang
ditarik dari hasil pembuktian dari keterangan saksi yang Pembanding
tolak di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dijadikan dasar
untuk menyusun fakta hukum, maka sepanjang fakta hukum tersebut
berasal dari ketiga saksi tersebut dan berkenaan dengan materi
keterangan yang Pembanding sebutkan di atas, dengan ini Pembanding
juga menolak fakta-fakta hukum yang berasal dari fakta persidangan a

quo.

2. Penuntut Umum melalui saksi Pandhit Seno Aji dan saksi Deden
Prayoga serta alat bukti atau barang bukti lainnya tidak berhasil
membuktikan bahwa tunai-tunai pada rekapan saksi Deden Prayoga
apakah benar telah diterima, dimana, bagaimana dan apakah dinikmati

oleh Pembanding.

3. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan hal yang tidak
dapat dibuktikan menjadi fakta hukum merupakan kekeliruan penilaian
hasil pembuktian atau penghargaan dari suatu kenyataan, haruslah
dikesampingkan.

4. Keberatan Berkenaan Dengan Terpenuhinya Inti Delik Yaitu Unsur
Secara Melawan Hukum sebagaimana dalam pertimbangan halaman
589 sd. 592 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

5. Keberatan Berkenaan Dengan Terpenuhinya Memperkaya Diri Sendiri
Atau Orang Lain Atau Korporasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
uraian pertimbangannya pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa
dalam peristiwva hukum ini telah memperkaya diri sendiri sejumlah

Rp.30.140.137.677,- (tiga puluh miliar seratus empat puluh juta seratus
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tiga puluh tujuh enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (Putusan him.592
s.d. 610);

6. Keberatan Terhadap Terpenuhinya Unsur Kerugian Keuangan Negara
dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 610 sd. halaman
616 unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dinyatakan terbukti. Kerugian negara tersebut menurut Majelis Hakim
Tingkat Pertama ditimbulkan sebagai akibat adanya perbuatan secara
melawan hukum Terdakwa selaku Direktur Utama PT Amarta Karya
(Persero) bersama-sama dengan saksi Trisna Sutisna (Direktur
Keuangan), saski Pandhit Seno Aji (Kepala Divisi Kuangan), Deden
Prayoga (Staff keuangan & Administrasi) PT Amarta Karya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan keterangan
dari Saksi-saksi tersebut tidak cukup beralasan hukum karena faktanya
dipersidangan berhubungan satu dengan lainnya menerangkan hal yang sama,
dan lagi pula didirikannya ketiga perusahaan rekanan dari Perusahaan PT
Amarta Karya (Persero) tersebut yaitu mendirikan CV Perjuangan, CV Guntur
Gemilang dan CV. Cahaya Gemilang, ternyata menyisipkan tagihan-tagihan
dari CV-CV tersebut seolah-olah CV menjadi sebagai vendor, subkontraktor dan
atau mandor pekerjaan-pekerjaan pada project-project yang dikerjakan PT
Amarta Karya (Persero);

Menimbang bahwa CV Perjuangan, CV Guntur Gumilang dan CV
Cahaya Gumilang, sesuai fakta persidangan, meskipun Terdakwa mengatakan :
baik pendiriannya dan penggunaannya sepenuhnya merupakan inisiasi saksi
Pandit Seno Aji, dimana Terdakwa mengakui baru mengetahui pada Tahun
2020 adalah suatu hal yang tidak berdasar hukum, karena pembayaran-
pembayaran dari PT Amarta Karya (Persero) sudah berlangsung setelah
berdirinya CV-CV tersebut yang berakibat pengeluaran berantara, dan
Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan sebenarnya
dana-dana tersebut keseluruhannya kegunaannya untuk apa saja, sementara
hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku Direktur PT
Amarta Karya (Persero), dan adalah suatu kekeliruan dari Terdakwa dan tidak
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dapat dibenarkan sama sekali secara hukum tidak mengetahui asal usul
sumber darimana dana tersebut, seharusnya dana tersebut adalah resmi
karena sesuai prosedur seharusnya berasal dari rekening Perusahaan PT.
Amarta Karya (Persero), bukan bersumber dari rekening CV Perjuangan, CV

Guntur Gemilang dan CV Cahaya Gemilang’

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat
membuktikan daliinya yang mengatakan adalah fakta hukum yang
bertentangan dengan penilaian hasil pembuktian atau penghargaan dari suatu
kenyataan dimana saat berjalannya pembayaran proyek ke vendor-vendor
sesuai fakta persidangan pada Project Manager, Terdakwa juga tidak dapat
membuktikan atau tidak mengetahui apakah tanda tangannya dipalsu oleh
Pihak lain pada dokumen untuk pembayaran kepada CV Perjuangan, CV
Guntur Gemilang dan CV Cahaya Gemilang yang mengakibatkan dokumen-
dokumen pembayaran untuk CV - CV tersebut terus di proses dan pada

akhirnya mendapat pembayaran dari PT Amarta Karya (Persero);

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang mengatakan bahwa “tidak ada aturan normatif yang melarang
Terdakwa CATUR PRABOWO, Direktur Utama PT AMARTA KARYA (Persero)
memerintahkan Divisi Keuangan PT AMARTA KARYA (Persero) PANDHIT
SENO AJl untuk menyediakan anggaran kebutuhan Direksi sebagai biaya
marketing dan atau operasional Perusahaan”, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan tersebut adalah keliru, karena
apabila tidak diatur secara normatif, bukanlah berarti Terdakwa diperbolehkan
melakukan atau membiarkan perbuatan yang keliru atau bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang sudah ada dan berlaku pada umumnya bagi suatu
perusahaan (good corporate governance/tata kelola perusahaan yang baik),
tanpa membuat aturan yang khusus untuk itu yang berlaku khusus bagi
perusahaan, in casu melakukan transfer-transfer dana dari PT. Amarta Karya
melalui CV Perjuangan, CV Guntur Gemilang dan CV Cahaya Gemilang dan
memperlakukannya sebagai vendor, subkontraktor dan atau mandor pekerjaan-
pekerjaan pada project-project yang dikerjakan PT Amarta Karya (Persero),
yang pada kenyataan tidak demikian, dan ternyata pula dilakukan Terdakwa
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yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dan lagi pula keterangan
Saksi-saksi Pandhit Seno Aji, Saksi Deden Prayoga, dan Saksi Trisna Sutisna
bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang
diajukan dipersidangan, dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut
dipersidangan tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa dan atau Penasihat

Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana Putusan Judex Factie Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung No.: 90/Pidsus-TPK/2023/PN.Bdg
tanggal 05 Februari 2024 tersebut, telah tepat dan benar dalam pertimbangan
hukumnya mengenai terbuktinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan
kepada Terdakwa dengan sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan
dibuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun Majelish Hakim
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaannya masih belum
memenuhi rasa keadilan moral (moral justice), rasa keadilan social masyarakat
(social justice), dan keadilan hukum/undang-undang (legal justice) yang mana
perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang tergolong
kejahatan luar biasa (extraordinary crime), dan menyebabkan kerugian
keuangan Negara cukup besar, maka pemidanaanya beralasan hukum
disesuaikan dengan Perma Nomor 1 tahun 2020, karena in casu perbuatan
Terdakwa  selaku Direktur Perusahaan yang dipercaya Negara untuk
membangun dan mengelola proyek-proyek Pemerintah yang nota bene
kekuangannya berasal dari keuangan Negara, maka seharusnya Terdakwa
menjadi teladan bagi pengelolaan keuangan Negara melalui proyek-proyeknya,
karena memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sah dan mencukupi,
namun Terdakwa malah melakukan perbuatan menyimpang atau tercela
dengan melakukan perbuatan korupsi secara berkelanjutan dari tahun 2016 s/d
2020. Bahwa selain itu Putusan Judex Factie masih dibawah dari tuntutan
Penuntut Umum yang mewakili keadilan negara atau keadilan hukum
masyarakat, sementara Terdakwa sendiri tidak ada upaya ataupun belum ada

penggantian/pengembalian sedikitpun terhadap kerugian keuangan negara
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sejumlah Rp30.140.137.677,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh juta seratus tiga
puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang ditimbulkan akibat
perbuatan Terdakwa, bahkan dalam Memori Bandingnya mencoba

mengingkarinya dengan menyalahkan orang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Maret 2024
tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori
Bandingnya, pada akhirnya berkesimpulan dan memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dan memori Banding yang diajukan
oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Menguatkan putusan Nomor 90/Pdi.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 05
Februari 2024 dengan menyatakan Terdakwa CATUR PRABOWO
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi “bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
merugikan keuangan negara“ dan melakukan tindak pidana pencucian
uang “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN
KOMULATIF KESATU alternatif PERTAMA dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DAN DAKWAAN KOMULATIF
KEDUA melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia
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Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana sebagaimana Putusan Nomor 90/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Bdg tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penuntut
Umum tersebut, maka dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka mutatis mutandis Kontra Memori banding tersebut dianggap telah
dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan
Tingkat Pertama, dari Surat-surat bukti, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa
berkaitan satu sama lain dan benar bahwa Penuntut Umum mengajukan
barang bukti Surat dan barang bukti lainnya sebagaimana dalam amar putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama poin 6 dan juga telah menetapkan
status dari masing-masing Barang bukti tersebut, yaitu :

- Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 462 dikembalikan kepada
Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

- Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor Urut 465 dirampas untuk
negara dan diperhitungkan dengan pembayaran uang Pengganti;

- Nomor Urut 466 sampai dengan Nomor Urut 468 dikembalikan kepada
Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

- Nomor Urut 469 sampai dengan Nomor Urut 470 dirampas untuk
negara dan Diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;

- Nomor Urut 471 sampai dengan Nomor Urut 476 dikembalikan kepada
Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
dipergunakan dalam perkara lain.

- Nomor Urut 477 dirampas untuk negara.

- Nomor Urut 478 sampai dengan Nomor Urut 487 dikembalikan kepada
Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

dipergunakan dalam perkara lain.
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- Nomor Urut 488 Dirampas untuk negara diperhitungkan dengan Beban
Pembayaran Uang Pengganti;

- Barang bukti tambahan diajukan saat Penuntutan : Nomor Urut 1
sampai dengan Nomor Urut 16 Barang Bukti Tambahan diajukan saat
Penuntutan dirampas untuk negara Diperhitungkan dengan Beban
Pembayaran uang Pengganti;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini
sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
telah menetapkan status dari masing-masing barang bukti tersebut, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan

poin 6 tentang barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
halaman 627 yang berkesimpulan bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul
akibat perbuatan Terdakwa tergolong dalam kategori sedang dengan peran
Terdakwa dalam tindak pidana tersebut cukup signifikan untuk sempurnanya
perbuatan pidana itu dilakukan secara berlanjut dan dampak yang timbul akibat
perbuatan Terdakwa tersebut merugikan kekayaan dengan kerugian keuangan
negara yaitu sejumlah Rp30.140.137.677,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh juta
seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), menguntungkan
Terdakwa secara pribadi maupun orang lain berupa pertambahan harta benda
10% s/d. 50% dari total kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan
Terdakwa dimaksud, serta tidak adanya pengembalian kerugian negara dari
Terdakwa, oleh karena berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 6 ayat (2) huruf ¢
Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa adalah tergolong dalam kategori berat,
dengan Kkerugian keuangan Negara lebih dari Rp.25.000.000.000 s/d
Rp.100.000.000.000,-", maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan
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menyesuaikan pidananya dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut, atau
setidak tidaknya disesuaikan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum
dalam perkara ini sebagaimana hasil musyawarah Majelis Hakim pengadilan
tingkat banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ternyata hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum sesuai dengan Perma
Nomor 1 tahun 2020 tersebut berdasarkan pertimbangan yang merugikan
keuangan Negara sejumlah Rp30.140.137.677,00 (tiga puluh miliar seratus empat
puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana
lamanya pidana badan adalah antara 13 s/d 16 tahun, sedangkan pidana
denda antara Rp.650.000.000,- s/d Rp.800.000.000,- maka dengan mengingat
yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Standar
Pemidanaan sebagaimana telah diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 2020
adalah termasuk Kategori Berat (Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan Indikator
Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a angka 1) yaitu Terdakwa
memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tidak
pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan
dengan aspek kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a angka 1) yaitu
Terdakwa selaku Direktur PT. Amarta Karya memiliki peran yang
paling signifikan dalam terjadinya tidak pidana korupsi, baik
dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan Keuntungan sedang
(Pasal 9 huruf ¢ angka 1) yaitu nilai harta benda yang diperoleh
Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai 50 %
dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam
perkara yang bersangkutan, maka dengan berpedoman kepada Perma
Nomor 1 tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan
mengubah mengenai lamanya pidana penjara tersebut sesuai dengan hasil
musyawarah Majelis sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dan terbuktinya
pebuatan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai
pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum
Terdakwa dalam Memori Bandingnya selain dan selebihnya sifatnya hanya
pengulangan-pengulangan fakta hukum saja menurut versi dari Penasihat
Hukum Terdakwa, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dikaitkan dengan
pembuktian unsur-unsur pasal yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak
cukup beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada
Komisi Pemberantasan korupsi dengan semua alasannya dianggap termuat
dalam putusan ini, pada pokoknya memohon untuk menguatkan putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor
90/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bandung tanggal 05 Februari 2024 tersebut, maka
dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mutatis mutandis Kontra
Memori Banding tersebut dianggap telah pula dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah sesuai dengan
Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut;

Menimbang bahwa besaran uang pengganti Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama tersebut, akan tetapi lamanya pidana pengganti apabila kerugian
negara tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu tersebut, maka akan
diubah sebagaimana hasil musyawarah sebagaimana tersebut dalam amar
putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak
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B4

menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan
yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan

menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa
dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang
sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa
diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan di
Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung perlu menetapkan tahanan tersebut
dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, dibebani pula
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan
Tindak pidana Korupsi, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-
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Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta segala

peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung tanggal 05 Februari 2024, Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2023/
PN.Bdg tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CATUR PRABOWO tersebut di atas, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi
secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu
Alternatif Pertama dan tindak pidana pencucian uang gabungan
beberapa perbuatan” sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana
penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sejumlah
Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran
uang pengganti sejumlah Rp30.140.137.677,00 (tiga puluh miliar seratus
empat puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh
rupiah) yang diperhitungkan dengan barang bukti yang dirampas dan
diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti dengan ketentuan
apabila Terpidana tidak membayarkan kekurangan uang pengganti dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan
dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 5
(lima) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;
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5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1

1 (satu) bundel fotokopi Company Profile CV Guntur Gemilang;

2 1 (satu) bundel fotokopi Akte Notaris AGUS, SH, MKn No. 14, Jenis

Akte Perseroan Komanditer CV. Guntur Gemilang tanggal 17 Juli 2018;
3 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi nama perusahaan CV Guntur

Gemilang yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2019;
4 1 (satu) lembar fotokopi Pendaftaran Kepersertaan BPJS Kesehatan

nama perusahaan CV Guntur Gemilang yang dikeluarkan tanggal 19

Februari 2019;
5 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013888908 an CV Guntur Gemilang periode 1/10/18 s.d.

4/01/19;
6 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013888908 an CV Guntur Gemilang periode 1/08/20 s.d.

31/08/20;
7 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013755495 an CV Guntur Gemilang periode 1/10/18 s.d.

4/1/19;
8 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013755495 an CV Guntur Gemilang periode 1/08/20 s.d.

31/08/20;
9 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013755495 an CV Guntur Gemilang periode 1/09/20 s.d.

31/03/21,
10 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1060013608263 an Hari Fanka periode 1/09/20 s.d. 30/03/21;
11 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan

nomor rekening 7049231312 an Hari Fanka untuk periode 5 Januari

2018 s.d. 31 Desember 2020.
12 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013755495 an CV Guntur Gemilang periode 15-Aug-2018

s.d. 31-Dec-2020 (dalam dokumen, mutasi hanya sampai 2020-08-31);
13 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013888908 an CV Guntur Gemilang periode 15-Aug-2018
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s.d. 31-Dec-2020 (dalam dokumen, mutasi hanya sampai 2020-08-31).
14 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor

rekening 8375135783 an Fajar Bagus Setio untuk periode bulan

Agustus 2018 s.d. Maret 2021.
15 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1060012991926 an Fajar Bagus Setio untuk periode tanggal

27 Desember 2019 s.d. 30 Desember 2020;
16 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1050013905249 an CV Cahaya Gemilang untuk periode

tanggal 15 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2020.
17 1 (satu) bundel Akte Notaris AGUS, SH, MKn No. 13 tentang Perseroan

Komanditer CV Cahaya Gemilang tanggal 17 Juli 2018;
18 3 ( tiga ) bundel print out Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri

Cabang Medan Karya Sei Agul, Mata Uang: IDR, periode tanggal: 15
agustus 2018 s.d 31 Desember 2020, Nomor Rekening:

1050031079951, atas nama CAHAYA GEMILANG;
19 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120301961132 an

Cahaya Gemilang yang ditetapkan tanggal 13 September 2018;
20 1 (satu) lembar Izin Usaha an CV Cahaya Gemilang yang ditetapkan

tanggal 13 September 2018;
21 1 (satu) lembar Izin Lokasi an CV Cahaya Gemilang yang ditetapkan

tanggal 13 September 2018;
22 1 (satu) lembar Izin Komersial/Operasional an CV Cahaya Gemilang

yang ditetapkan tanggal 13 September 2018;
23 1 (satu) lembar Pendaftaran Kepersertaan BPJS Kesehatan an CV

Cahaya Gemilang yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018;
24 1 (satu) Ilembar fotokopi Pendaftaran Kepersertaan BPJS

Ketenagakerjaan an CV Cahaya Gemilang yang dikeluarkan tanggal 13

September 2018;
25 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kota Medan

Kecamatan Medan Area Kelurahan Sukaramai | No: 470/567
26 1 (satu) bundel Fotokopi RAPK Proyek Overhoul Tangki 71T-16 & 71T

18 Di Kilang PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap.
27 3 (tiga) lembar Fotokopi Pekerjaan Bottom Plate Proyek Overhoul

Tangki 71T-16 & 71T 18 Di Kilang PT. Pertamina( Persero) RU IV

Cilacap.
28 |2 (dua) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Pekerjaan Bottom Plate
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Proyek Overhoul Tangki 71T-16 & 71T 18 Di Kilang PT.

Pertamina( Persero) RU IV Cilacap.
29 2 (dua) lembar Fotokopi Pekerjaan Demolish Proyek Overhoul Tangki

71T-16 & 71T 18 Di Kilang PT. Pertamina( Persero) RU IV Cilacap.
30 2 (dua) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Pekerjaan Demolish Proyek

Overhoul Tangki 71T-16 & 71T 18 Di Kilang PT. Pertamina( Persero) RU

IV Cilacap.
31 1 (satu) bundel Fotokopi Pekerjaan Tan Lining FRP Proyek Overhoul

Tangki 71T-16 & 71T 18 Di Kilang PT. Pertamina( Persero) RU IV

Cilacap .
32 1 (satu) bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pekerjaan Tan Lining FRP

Proyek Overhoul Tangki 71T-16 & 71T 18 Di Kilang PT. Pertamina

(Persero) RU 1V Cilacap.
33 2 (dua) lembar Fotokopi Keputusan Direksi PT. Amarta Karya (Persero)

nomor : 024/KPTS/IV-2021 Tentang Pengangkatan Sdr. Firman Sri
Sugiharto Sebagai Senior Vice President Divisi EPC PT. Amarta Karya (

Persero) tanggal 28 April 2021.
34 1 ( satu ) bundel print out Catatan Pengeluaran & Masuk yang telah

diparaf dan ditandatangani oleh DEDEN PRAYOGA.
35 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP

Medan Karya Sei Agul, Mata Uang: IDR, periode tanggal: 01 Januari
2017 s.d 26 April 2021, Nomor Rekening: 1050031310794, atas nama

DEDEN PRAYOGA.
36 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP

Medan Karya Sei Agul, Mata Uang: IDR, periode tanggal: 17 Agustus
2019 s.d 25 April 2021, Nomor Rekening: 1050056516655, atas nama

DEDEN PRAYOGA.
37 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP

Lubuk Pakam, Mata Uang: IDR, periode tanggal: 01 Januari 2017 s.d
31 Maret 2021, Nomor Rekening: 9000006227848, atas nama DEDEN

PRAYOGA.
38 1 (satu) bundel print out Cash In dan Cash Out periode Mei 2019

sampai Juli 2020 yang telah diparaf dan ditandatangani oleh DEDEN

PRAYOGA
39 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Tabungan Giro Bank

Mandiri , Mata Uang: IDR, periode tanggal: 1 Jan 2018 s.d 05 Juni
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2020, Nomor Rekening: 1640002179069, atas nama PERJUANGAN.
40 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Tabungan Mandiri Cabang

KCP Tangerang Kunciran Alam Sutera, Mata Uang: IDR, periode
tanggal: 01 Oktober 2020 s.d 19 April 2021, Nomor Rekening:

1640001074139, atas nama M. ANDIKA INDRA
41 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Tabungan Mandiri Cabang

KCP Tangerang CBD Ciledug, Mata Uang: IDR, periode tanggal: 01
Januari 2018 s.d 13 April 2021, Nomor Rekening: 1550001116675, atas

nama PRIYANTO.
42 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

9000009408189 atas nama M. Andika Indra periode 1 Januari 2018 s/d

31 Desember 2020.
43 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

1640001074139 atas nama M. Andika Indra periode 1 Januari 2018 s/d

31 Maret 2019.
44 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

1640001074139 atas nama M. Andika Indra periode 1 Januari 2020 s/d

31 Agustus 2020.
45 1 (satu) bundel copy sesuai asli Lembar Pengesahan RAPK ( NK > Rp.

30 Miliar), Nama Proyek : Civil Works For The Construction Of The Bio

Safety Level-3 Laboratory In Padjadjaran University
46 1 (satu) bundel copy sesuai asli Lembar Pengesahan RAPK ( NK > Rp.

58 Miliar), Nama Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan

Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta
47 2 (dua) lembar copy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/

Work Handover Minutes Of Meeting, Nomor : 06/BASTP-Civil

Works/PMU-IDB/XI11/2018 tanggal 6 Desember 2018.
48 2 (dua) lembar copy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,

Nomor : 001/BASTP-GORUNJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
49 2 (dua) lembar copy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Kedua (FHO), Nomor : 001/BAST/FHO-GOR/UNJ-AK/VI/2020 tanggal

24 Juni 2020.
50 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekapitulasi Subkontraktor Proyek

Unpad .
51 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekapitulasi Subkontraktor Proyek

UNJ.
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52 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memorandum No : 016/HCB-SPT/VI-
2020 tanggal 4 Juni 2020, Perihal : Penugasan sebagai Project

Manager(PM) Pada Proyek Perluasan Bandara Pattimura Ambon.
53 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memorandum No : 064/HCB-SPT/III-

2021 tanggal 01 Maret 2021, Perihal : Penugasan sebagai CM untuk
Proyek Pekerjaan Sipil untuk infrastruktur Informasi, Teknologi

Komunikasi dan Landscape di Universitas Negeri Gorontalo.
54 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Penempatan Tugas Nomor:

DKM-SPT/053/VI-2018, tanggal 26 Juni 2018, Perihal : Penugasan
sebagai Project Manager (PM) pada Proyek Pembangunan

Laboratorium Bio Safety Level — lll, Universitas Padjadjaran Bandung.
55 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penempatan Tugas Nomor: HCM-

SPT/125/V-2019, tanggal 29 Mei 2019, Perihal : Penugasan sebagai
Project Manager (PM) pada Proyek Pengadaan Jasa Konstruksi

Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri Jakarta.
56 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, Mata Uang:

IDR, periode tanggal: 12 April 2019 s.d 31 Desember 2020, Nomor

Rekening: 1670003008769, atas nama WAWAN DWI ARIYANTO
57 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengadaan Jasa, Nomor

TP.01.03/B.Dept.SU2./Kalibaru/885/X1/2018 tanggal 28 November
2018, Proyek Pengembangan Terminal Kalibaru Tahap | Pelabuhan

Cabang Tanjung Emas — Divisi Operasi 4, antara PT. Wijaya Karya

(Persero) Thk dengan PT. Amarta Karya (Persero).
58 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Historis Cashbasis Proyek Dermaga

Kalibaru Tahap |.
59 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penempatan Tugas Nomor:

DKM-SPT/021/11-2019, Perihal : Penugasan sebagai Site Operasional
Manager (SOM) pada Proyek Kalibaru Semarang, tanggal 15 Februari

2019.
60 1 (satu) bundel print out Daftar Rekap Status Polis Asuransi Prudential.
61 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT Amarta Karya

(Persero) Nomor: 23/KPTS/I1I-2019 tentang Pengangkatan Sdr.
PANDHIT SENO AJl sebagai Pjs. Divisi Keuangan PT Amka (Persero)

tanggal 18 Maret 2019;
62 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT Amarta Karya
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(Persero) Nomorr: 012/KPTS/III-2020 tentang Pengangkatan Sdr.
PANDHIT SENO AJl sebagai Kepala Divisi Keuangan PT Amarta Karya

(Persero) tanggal 16 Maret 2020;
63 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri (Tab) dengan

nomor rekening 1390088008788 an Pandhit Seno Aji untuk periode 1

Januari 2017 s.d. 29 April 2021;
64 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri (Tab) dengan

nomor rekening 1670013038707 an Pandhit Seno Aji untuk periode 1

Januari 2017 s.d. 29 April 2021;
65 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri (Tab) dengan

nomor rekening 1290007139542 an Pandhit Seno Aji untuk periode 1

Januari 2018 s.d. 21 April 2021;
66 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri (Tab Bisnis)

dengan nomor rekening 1640000952806 atas nama Pandhit Seno
Aji/Yonathan Jaya Thamrin untuk periode 1 September 2020 s.d. 29

April 2021;
67 1 (satu) bundel print out dengan judul “Capture WA Bapak DU dengan

Pandhit No. WA 082167542191” yang ditandatangani oleh Sdr.

PANDHIT SENO AJl pada tanggal 23 Maret 2022.
68 1 (satu) bundel Fotokopi sesuai asli RAPK Pekerjaan Pembangunan

dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas tanggal 18 September 2018.
69 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli RAPK Pekerjaan Jalan Pelindo IlI

Surabaya tanggal 9 Maret 2019.
70 1 (satu) lembar fotokopi Halaman depan buku tabungan Bank Mandiri

No Rekening 1560003123306 atas nama FIRMAN SRI SUGIHARTO
dan No Rekening 125000244285 atas nama FIRMAN SRI

SUGIHARTO.
71 1 (satu) lembar print out Penjelasan Pengeluaran REK 129 yang

ditandatangani oleh Sdr. PANDHIT SENO AJI pada tanggal 27 Oktober

2021.
72 2 (dua) lembar print out Mutasi rekening bank mandiri an. Pandhit Seno

Aji no rekening 1290007139542 yang diparaf dan ditandatangani oleh

Sdr. PANDHIT SENO AJl pada tanggal 27 Oktober 2021.
73 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dokumen pembayaran tanggal 11

September 2019 PT. Amarta Karya sejumlah Rp. 1.951.726.989 untuk

pembayaran drop dana P. KIW Semarang, P. Bandara Bali, P. Bandara

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan P. BSN
74 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dokumen pembayaran tanggal 08

Februari 2019 PT. Amarta Karya sejumlah Rp. 491.500.000 untuk
pembayaran drop dana P. KKP Pangandaran, P. Cimahi, P. BSN, P.

Dermaga.
75 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dokumen pembayaran tanggal 24

April 2019 PT. Amarta Karya sejumlah Rp. 190.000.000,- untuk

pembayaran drop dana P. Dermaga.
76 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dokumen pembayaran tanggal 17

Oktober 2019 PT. Amarta Karya sejumlah Rp. 5.728.686.589,- untuk
pembayaran drop dana BTL, P. VVIP Bali; P. Bandara Ambon; P. Jbt

Panel; P. JG PUPR; P. Alor; P. Sayaga; P. PPM Tanah.
77 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dokumen pembayaran tanggal 18

Februari 2019 PT. Amarta Karya sejumlah Rp. 2.593.468.651,- untuk

pembayaran drop dana P. IPA Teritip; P. Dermaga Kalibaru.
78 1 ( satu ) bundel legalisir Salinan Keputusan Menteri Badan usaha Milik

Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Amarta Karya, Nomor : SK-344/MBU/10/2020, Tanggal 21
Oktober 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-

anggota Direksi Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT Amarta Karya.
79 1 ( satu ) bundel legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, nomor : AHU-AH.01.03-0401337 tanggal 23 Oktober 2020,
Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya.
80 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 1.600.000.000 tanggal 28 Januari 2020.
81 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 994.823.747 tanggal 21 Februari 2020.
82 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 1.226.522.000 tanggal 24 Maret 2020.
83 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 517.500.000 tanggal 31 Maret 2020.
84 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 1.300.000.000 tanggal 3 April 2020.
85 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta
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Karya sebesar Rp. 153.601.375 tanggal 14 April 2020.
86 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 101.782.974 tanggal 17 April 2020.
87 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 1.289.052.612 tanggal 15 Mei 2020.
88 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 863.400.000 tanggal 19 Mei 2020.
89 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 524.518.000 tanggal 19 November 2020.
20 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pembayaran PT. Amarta

Karya sebesar Rp. 522.600.000 tanggal 30 Desember 2020.
91 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penempatan Tugas, Memorandum no:

007/HCM-SPT/II-2020 tanggal 25 Februari 2020, Perihal Penugasan

sebagai Project Manager (PM) pada Proyek Pembangunan Rumah

Susun Pulo Jahe Jakarta Timur.
92 1 (satu) bundle fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Lumsum Paket

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel.

Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur, Nomor : 221/-1.796.32.
93 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT.

Amarta karya (persero) dengan PT. Indopile, Nomor : 02/PPIC-
OP1/111903-PPP/IV-2020 tanggal 04 april 2020, masa : 04 April 2020
s.d 05 oktober 2020, Nilai Kontrak : Rp. 5.346.339.900,00(include PPN),
Pekerjaan Bored Pile Proyek Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe,

Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur.
94 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT.

Amarta karya (persero) dengan PT. Talenta Putra Biru, Nomor :
07/PPIC-OP1/111903-PPP/VI-2020 tanggal 04 Juni 2020, masa : 04
Juni 2020 s.d 25 Juni 2020, Nilai Kontrak : Rp. 525.424.350,00(include
PPN), Pekerjaan Pembersihan Lahan dan Pembuatan Jalan Kerja
Proyek Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec.

Cakung Jakarta Timur.
95 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli antara PT. Amarta karya

(persero) dengan PT. Pionerbeton Industri, Nomor : 11/PPIC-
OP1/111903-PJB/VII-2020 tanggal 13 Juli 2020, masa : 7 (tujuh) bulan,
Nilai Kontrak : Rp. 6.704.090.580,00(include PPN), Pengadaan Beton
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Readymix Proyek Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel.

Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur.
96 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Warung

Buncit, Mata Uang: IDR, nomor rekening 5520215575 atas nama

AVEZA MITYA SALEH periode 1 Januari 2017 — 31 Desember 2017.
97 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Warung

Buncit, Mata Uang: IDR, nomor rekening 5520215575 atas nama

AVEZA MITYA SALEH periode 1 Januari 2018 — 31 Desember 2018.
98 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Warung

Buncit, Mata Uang: IDR, nomor rekening 5520215575 atas nama

AVEZA MITYA SALEH periode 1 Januari 2019 — 31 Desember 2019.
99 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Warung

Buncit, Mata Uang: IDR, nomor rekening 5520215575 atas nama

AVEZA MITYA SALEH periode 1 Januari 2020 — 31 Desember 2020.
100 | 5 (lima) lembar copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Nomor: SK — 273/MBU/12/2016
tanggal 27 Desember 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta

Karya.
101 |2 ( dua ) lembar copy legalisir Memorandum No : 119/HC/III-2020

tanggal 31 maret 2020 , Perihal : Penempatan Tugas pada Divisi

Operasi |, dari : Kepala Divisi HC & Pengembangan Bisnis.
102 |2 ( dua ) lembar copy legalisir Memorandum No : 121/HC/III-2020

tanggal 31 maret 2020 , Perihal : Penempatan Tugas pada Divisi

Operasi lll, dari : Kepala Divisi HC & Pengembangan Bisnis.
103 | 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening

1290099063303 atas nama Trisna Sutisna periode 1 Januari 2018

sampai dengan 31 Maret 2019.
104 | 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening

1410028071959 atas nama Trisna Sutisna periode 1 Januari 2018

sampai dengan 31 Agustus 2020.
105 | 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari VIN's VALUTA money changer

senilai USD 30,000 dengan kurs Rp13.975/ USD dengan jumlah Rupiah

Rp 419.250.000,-. Tanggal 25 Februari 2019.
106 | 1 (satu) bundel Daftar Kontrak AMKA, yang berisi antara lain
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1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian No : 027/694-
Sp/Disdagkoperin/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 antara Pemerintah
Daerah Kota Cimahi dengan PT. Amarta Karya (Persero) Tentang Paket
Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Gedung Pembangunan dan
Revitalisasi Kawasan Pasar Atas;

b. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Contract Agreement No:
0889/UN6.PPK/PBJ/2018 Date 13th July 2018 for Package Civil Works
for Construction of the Bio Safety Level-3 Laboratory in Padjadjaran
University;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengadaan Jasa, Nomor :
TP.01.03/B.Dept.SU2./Kalibaru/885/X1/2018 tanggal 28 november 2018,
Proyek Pengembangan Terminal Kalibaru Tahap | Pelabuhan Cabang
Tanjung Emas- Divisi Operasi 4 antara PT. Wijaya Karya dengan PT.
Amarta Karya;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kontrak Pengadaan Jasa ,Nomor :
PJKP-18003162 tanggal 13 agustus 2018, antara PT. Angkasa Pura |
dengan PT. Amarta Karya atas Perluasan Terminal dan Fasilitas
Penunjang di Bandar Udara Pattimura — Ambon, Pengadaan 1 (satu)
Unit Garbarata di Bandara Pattimura-Ambon;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian No : 018.32/076.53
tanggal 08 Oktober 2018 antara PD Pembangunan Sarana Jaya
dengan PT. Amarta Karya (Persero) Tentang Revitalisasi Bangunan
Hunian Sewa Griya CIK’'S(Pembangunan CIK'S Mansion);

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Penyedia Jasa Nomor :
212/BSN/PPK-Lab.SNSU/3554/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 antara
Badan Standarisasi Nasional dengan PT. Amarta Karya (Persero)
Tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung
Laboratorium Standart Nasional Satuan Ukuran;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Penyedia Jasa Nomor :
180051 tanggal 31 Desember 2018 antara PT. Pertamina (Persero)
dengan PT. Amarta Karya (Persero) Tentang Perbaikan
Kerusakan(Overhoul) Tanki 71T-16 dan 71T-18 Area 70 di Kilang PT.
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Pertamina(Persero) RU IV Cilacap;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :
01/KTR/PPK-P2T/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, Paket Pengadaan Jasa
Konstruksi Pembangunan Gedung Olah raga Universitas Negeri
Jakarta, Antara PT. Amarta Karya (Persero) dengan Universitas Negeri
Jakarta;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pemborongan Nomor :
SP2.59/HK.0502/P.111-2019 tanggal 8 April 2019 antara PT. Pelabuhan
Indonesia 1l (Persero) dengan PT. Amarta Karya (Persero) Tentang
Pekerjaan Design and Build Peningkatan Jalan Prapat Kurung Utara
dan Jalan Prapat Kurung selatan dan Peningkatan Container Yard(CY)
di Lahan EX. Japfa Comfeed Surabaya,;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Jembatan Gantung
Pejalan Kaki Bentang 42m & 60m, Nomor : HK 0201/Bt-PPK.06/15,
tanggal 26 april 2019;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 221/-
1.796.32 tanggal 25 Febuari 2020, Paket Pekerjaan Pembangunan
Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kontrak Nomor
PER/03/1/2020 tanggal 22 januari 2020 antara PT. Dahana (Persero)
dengan PT. Amarta Karya (Persero) tentang Pengadaan Jasa
Konstruksi Bangunan Pabrik Elemented Detonator;

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002C/Kontrak/Tol Sigli/l/2020/Infra | tanggal 16 Januari 2020, Pekerjaan
Civil Work Seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Sigli — Banda Aceh, Antara PT. Adhi Karya(Persero) Tbk

Departemen Infrastruktur | dengan PT. Amarta Karya(Persero);
107 | 1 (satu) bundel fotokopi Struktur Organisasi PT Amarta Karya (Persero)
108 |1 (satu) bundel Daftar Vendor Terseleksi untuk PT Amarta Karya

(Persero).
109 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Prosedur Umum Supply Chain

Management PT Amarta Karya (Persero).
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110 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Prosedur Umum Proses Pembayaran

PT Amarta Karya (Persero)
111 | 1 (satu) lembar fotocopi legalisir lembar Pengesahan RAPK Civil Works

for the contruction of the bio safety level-3 laboratory in Padjajaran

University tanggal 27 September 2018.
112 | 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Lembar Pengesahan Pembangunan

dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas Kota Cimahi tanggal 18

September 2018.
113 |1 (satu) lembar Fotokopi legalisir lembar pengesahan Proyek

Pembangunan Gedung Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran

Kawasan Puspitek tanggal 20 Agustus 2018.
114 |1 (satu) lembar Fotokopi legalisir lembar pengesahan RAPK Proyek

Pekerjaan Perluasan Terminal dan Fasilitas Penunjangnya di PT.
Angkasa Pura | (Persero) dengan lokasi di Ambon tanggal 30

Desember 2019.
115 |1 (satu) lembar fotokopi legalisir pekerjaan konstruksi revitalisasi

bangunan hunian sewa griya Cik's PD Pembangunan Sarana Jaya

tanggal 26 Oktober 2018.
116 |1 (satu) lembar Fotokopi legalisir lembar pengesahan Pekerjaan

Overhaul Tangki 71T-16 & 71T-18 (Paket I) dan Overhaul Tanki 71T-7
dan Penggantian Tanki 71T-8 & 71T-9 (Paket 2) Area 70 di Kilang PT.

Pertamina (Persero) RU 1V Cilacap tanggal 19 Februari 2019.
117 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Lembar pengesahan RAP untuk

kegiatan konstruksi Jalan Pelindo Ill Surabaya tanggal 9 Maret 2019.
118 |1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Lembar pengesahan RAPK

Pengadaan Jembatan Gantung Pejalan Kaki Bentang 42M, 60M, 84M &
96M Kementerian PUPR berlokasi di JI Veteran No 112 Bekasi tanggal

16 Juli 2019.
119 | 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir lembar pengesahan RAPK Pengadaan

Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olahraga Universitas Negeri

Jakarta tanggal 22 Juni 2019.
120 | 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir lembar pengesahan pekerjaan Pabrik

Elemented Detonator PT Dahana (Persero) tahun 2020.
121 |1 (satu) bundel Fotokopi legalisir RAPK Pembangunan Rusun Pulo

Jahe Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov DKI

Jakarta nomor kontrak 001/AMKA-ESC/PPP/XII-2019 tanggal 25
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Februari 2020
122 |1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri

Cabang KC Tangerang Gading serpong , Mata Uang: IDR, periode
tanggal: 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018, Nomor Rekening:

1760000990026, atas nama LAURENSIA MONICA.
123 | 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri

Cabang KC Tangerang Gading serpong , Mata Uang: IDR, periode
tanggal: 01 Januari 2019 s.d 31 Juli 2020, Nomor Rekening:

1760000990026, atas nama LAURENSIA MONICA.
124 | 1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri

Cabang KC Tangerang Gading serpong , Mata Uang: IDR, periode
tanggal: 01 Agustus 2020 s.d 31 Desember 2020, Nomor Rekening:

1760000990026, atas nama LAURENSIA MONICA.
125 | 1 (satu) bundel copy legalisir Prosedur Umum Pengadaan Barang dan

Jasa No. Dokumen: AMKA-PU-13-06, mulai berlaku tanggal 04 Februari

2013.
126 |1 (satu) bundel copy legalisir Prosedur Umum Pengelolaan SMAP

(Sistem Manajemen Anti Penyuapan), No. Dokumen: AMKA-PU-39-01,

mulai berlaku tanggal 15 September 2020
127 |2 (dua) lembar copy legalisir Rekap Pembayaran Vendor, dengan

nomor urut pertama CV. Perjuangan, nilai Rp1.609.920.000, proyek

KKP
128 | 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Pemegang Polis Asuransi dengan

nomor urut pertama Joko Laksono, premi 1.250.000, No Polis

12191422.
129 | 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen tanda terima kwitansi/tagihan

beserta dokumen pendukung lainnya, dengan nama proyek: Pasar
Atas, Cimahi, Bukti Tagihan dari: CV. Guntur Gemilang, senilai

Rp714.686.562, tanggal 17 -12 — 18, beserta dokumen lainnya.
130 |1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0108

sejumlah Rp2.593.468.651 untuk pembayaran Drop Dana: P. IPA

Teritip ; P. Dermaga Kalibaru tanggal 18 Februari 2019 beserta

dokumen lainnya.
131 |1 (satu) bundel copy legalisir Tanda Terima Kwitansi/Tagihan Nama

Proyek: Jembatan Tol Sigli, Bukti Tagihan dari Krueng Keureutou, PT.
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sebesar Rp538.678.324 tanggal 15 — 05 — 20 beserta dokumen lainnya.
132 | 1 (satu) bundel copy legalisir Tanda Terima Tagihan / Kwitansi untuk

proyek Jembatan Gantung PUPR, Bukti Tagihan dari CV. Guntur
Gemilang senilai Rpl1.812.571.400, tanggal 17 Mei 2019 beserta

dokumen lainnya.
133 | 1 (satu) bundel copy legalisir Tanda Terima Kwitansi/Tagihan dengan

nama proyek: Proyek Jalan dan CY Surabaya, Bukti Tagihan dari CV.
Perjuangan senilai Rp1.000.000.000, tanggal 10 Mei 2019 beserta

dokumen lainnya
134 | 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0124,

sejumlah uang Rp4.036.662.000,- untuk pembayaran: Drop Dana:
Vendor 4 proyek, Upah & konsumsi 11 proyek, tanggal 27 Februari

2019 beserta dokumen lainnya
135 | 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Upah Borongan (D.U.B) masa

kerja: 01 Sept 2018 s/d 31 Okt 2018, Divisi Operasi: Group Konstruksi,
Proyek: Laboratorium Standar Nasional, dengan mandor Cahaya

Gemilang, CV.
136 | 1 (satu) bundel copy legalisir Daftar Upah Borongan (D.U.B), Proyek:

Gedung Laboratorium Standarisasi Nasional, nama Mandor: CV. Guntur

Gemilang
137 | 1 (satu) bundel copy legalisir Tanda Terima Kwitansi/Tagihan, nama

proyek: Perbaikan Kerusakan (Overhaul) Tanki 71T-16 dan 71T-18,
bukti tagihan dari CV Cahaya Gemilang sejumlah Rp520.833.333,00,

tanggal 7 Mei 2019
138 | 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0474,

sejumlah uang Rp732.606.814,- untuk pembayaran Drop Dana: P. Cik’s

Mansion, P. BSN, P. GOR UNJ, P. Tanki Cilacap, tanggal 30 Juli 2019
139 |1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0460,

sejumlah uang Rpl1.769.300.227,- untuk pembayaran Drop Dana: P.
Tanki Cilacap; P. BSN, P. JPM Tanah Abang; P. Bandara Ambon; P.
Pelawi; P. Lolak; P. Peusangan, tanggal 22 Juli 2019, beserta dokumen

lainnya.
140 | 1 (satu) bundel copy legalisir Tanda Terima Kwitansi/Tagihan dengan

nama proyek: Pulo Jahe, Bukti Tagihan dari: CV Cahaya Gemilang
senilai Rp2.070.000.000,00 tanggal 22 Januari 2020, beserta dokumen
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lainnya
141 |1 (satu) bundel copy legalisir Checklist Tagihan Vendor

SKBDN/Reguler/SI Kode Proyek: 131901, Nama Proyek: GOR UNJ,
Nama Supplier/Subkontraktor: Perjuangan, CV, nilai endorsement

Rp510.203.520, beserta dokumen lainnya.
142 | 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0803,

sejumlah Rp2.125.346.563,- untuk pembayaran: Drop Dana Vendor P.
Unpad; P. Pangandaran; P. Apron Makassar; P. Cik's Mansion, tanggal

20 Desember 2018, beserta dokumen lainnya.
143 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Perluasan Terminal dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Udara

Pattimura Ambon.
144 | 2 (dua) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Standar Nasional

Satuan Ukuran.
145 | 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pembangunan

Laboratorium Bio Safety Level lll di Universitas Padjajaran Jatinangor.
146 | 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pembangunan

dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas.
147 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Konstruksi Revitalisasi Bangunan Hunian Sewa Cik’s.
148 | 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pengembangan

Terminal Kalibaru Tahap | Pelabuhan Tanjung Emas.
149 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Gedung Olahraga UNJ.
150 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Perbaikan Kerusakan Tanki 71T-16 dan 71T-18 Area 70 di Kilang PT.

Pertamina (Persero) RU IV Cilacap.
151 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Dahana.
152 | 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan Tol

Sigli Banda Aceh.
153 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Jembatan Gantung.
154 |1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan

Pelindo Ill Surabaya
155 | 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor
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rekening 1290099071454 atas nama Catur Prabowo, periode 1 Januari

2018 s.d. 3 Agustus 2020.
156 |1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1030097510040 atas nama Catur Prabowo, periode 1 Januari

2018 s.d. 1 Agustus 2020.
157 | 1 (satu) bundel printout tagihan kartu kredit DBS dengan nomor 5416-

1600-3643-5013 atas nama Catur Prabowo, periode Juli 2019 s.d. Juli

2020.
158 | 1 (satu) bundel printout tagihan kartu kredit Bank Mega dengan nomor

4201-9400-6256-5243 atas nama Catur Prabowo, periode Oktober

2019 s.d. Juli 2020.
159 |1 (satu) bundel printout tagihan kartu kredit Citibank dengan nomor

5401-8401-1290-2393 atas nama Catur Prabowo, periode Januari 2018

s.d. Agustus 2020.
160 | 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran 1 unit rumah di Serenia

Hills O-6, Lebak Bulus.
161 |1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1670002929577 atas nama FIRMAN SRI SUGIHARTO,

periode 1-Jan-2019 s/d 31-Mar-2019.
162 |1 (satu) bundel copy rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor

rekening 1670002657616 atas nama FIRMAN SRI SUGIHARTO,

periode 2-1-2019 s/d 31-12-2019.
163 |1 (satu) bundel print out rekening koran nomer rekening

1670002688314 atas nama TANTO BARNOWO
164 |1 (satu) Bundel print out Rekening koran Bank Mandiri nomor 167-

0002507084 atas nama RYAN ANANTA AJl periode 10 April 2018 — 2

Juli 2020
165 |1 (satu) bundel fotokopi Work Instruction Proses Pembayaran No.

Dokumen : AMKA-IK-34-001 Tanggal Review : 9 Oktober 2017,
166 |1 (satu) bundel fotokopi Prosedur Khusus Proses Pembayaran No.

Dokumen : AMKA-PK-01-01 Tanggal Review : 19 Juni 2020;
167 |1 (satu) bundel fotokopi Prosedur Umum Proses Pembayaran No.

Dokumen : AMKA-PU-36-00 Mulai Berlaku : 15 September 2020.
168 |1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, nomor

rekening 9000032860448 an. RIZAL FADILLAH, periode 1 Januari

2018 sampai dengan 31 Desember 2020
169 |1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, periode
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tanggal: 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2020, Nomor Rekening:

1560013149051, atas nama REMO SANTOSO.
170 |1 (satu) bundle printout rekening Koran Bank Mandiri Periode 02

Januari 2018 s.d 31 Desember 2020. Dari rekening milik ACHMAD ALFI

nomor rekening 1290010984868
171 |1 (satu) bundle dokumen Monitoring Rincian Pengeluaran dan

Kebutuhan Dana “Pemeliharaan” Proyek Pembangunan Gedung

Kelembagaan Riset dan Kelautan Pangandaran (PIAMARI).
172 | 2 (dua) lembar Daftar Permintaan Dokumen PT Amarta Karya (Persero)

yang berisi rekapitulasi pembayaran.
173 | 1 buah ordner warna biru bertuliskan “ODNER I” yang berisi :

a. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0392 tanggal 13 Juli
2018 sebesar Rp.526,315,789.00

b. 1 (satu) bundel Bukti Memorial No. 10-184 tanggal 7 September 2018
sebesar Rp.240.442.850,-

c. 1 (satu) bundel Bukti Memorial No. 10-240 tanggal 21 Nopember
2018 sebesar Rp.2,296,024,877

d. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0445 tanggal 3
Agustus 2018 sebesar Rp.802.973.911 -

e. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0702 tanggal 22
Nopember 2018

f. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0805 tanggal 21
Desember 2018 sebesar Rp.1.398.000.000,-

g. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0803 tanggal 20
Desember 2018 sebesar Rp.2.125.346.563,-

h. 1 (satu) bundel Bukti Memorial No. 10-009 tanggal 4 Pebruari 2019
sebesar Rp.1.385.695.268,-

i. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0091 tanggal 8
Pebruari 2019 sebesar Rp.491.500.000,-

j- 1 (satu) bundel Bukti Memorial No. 10-011 tanggal 15 Pebruari 2019
sebesar Rp.2.703.346.390,-

k. 1 (satu) bundel Bukti Memorial No. 10-010 tanggal 15 Pebruari 2019
sebesar Rp.3.241.745.249,-
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I. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0124 tanggal 27
Pebruari 2019 sebesar Rp.4.036.662.000,-

m. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0108 tanggal 18
Pebruari 2019 sebesar Rp.2.593.468.651,-

n. 1 (satu) bundel Bukti Memorial No. 10-020 tanggal 8 Maret 2019
sebesar Rp.999.498.606,-

0. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0194 tanggal 29
Maret 2019 sebesar Rp.737.740.514,-

p. 1 (satu) bundel Daftar Penerima tanggal 19 April 2018 sumber dana
Cash Loan, sebesar Rp.2.944.326.720,-

g. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0256 tanggal 24 April
2019 sebesar Rp.190.000.000,-

r. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0281 tanggal 3 Mei
2019 sebesar Rp.370.400.000,-

S. 1 (satu) bundel Tanda Terima Kwitansi/Tagihan, bukti Tagihan dari CV

Cahaya Gemilang sebesar Rp.520.833.333,00 tanggal 7 Mei 2019
174 | 1 buah ordner warna biru bertuliskan “ODNER II” yang berisi :

a. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0328 tanggal 24 Mei
2019 sebesar Rp.8.097.854.897 ,-

b. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0330 tanggal 24 Mei
2019 sebesar Rp.2.004.228.413, -

c. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0443 tanggal 12 Juli
2019 sebesar Rp.1.957.143.338,-

d. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0460 tanggal 19 Juli
2019 sebesar Rp.1.769.300.227,-

e. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0465 tanggal 23 Juli
2019 sebesar Rp.105.000.000,-

f. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0474 tanggal 30 Juli
2019 sebesar Rp.732.606.814,-

g. 1 (satu) bundel Tanda Terima Tagihan/Kwitansi, bukti Tagihan dari CV
Guntur Gemilang sebesar Rp.1.307.428.500,00 tanggal 17 Mei 2019.
h. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0516 tanggal 15

Agustus 2019 sebesar Rp.494.581.140,-
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i. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0544 tanggal 30
Agustus 2019 sebesar Rp.2.864.383.075,-

j- 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0612 tanggal 25
September 2019 sebesar Rp.1.173.946.272,-

k. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0671 tanggal 17
Oktober 2019 sebesar Rp.5.728.686.589,-

I. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0685 tanggal 25
Oktober 2019 sebesar Rp.2.379.235.135,-

m. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0725 tanggal 8
Nopember 2019 sebesar Rp.1.137.885.000,-

n. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0768 tanggal 29
Nopember 20e519 sebesar Rp.250.000.000,-

0. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0794 tanggal 4

Desember 2019 sebesar Rp.103.000.000,-
175 | 1 buah ordner warna biru bertuliskan “ODNER III” yang berisi:

a. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0013 tanggal 9
Januari 2020 sebesar Rp.532.272.544,-

b. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0013 tanggal 21
Pebruari 2020 sebesar Rp.994.823.747 ,-

c. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0170 tanggal 24
Maret 2020 sebesar Rp.1.226.522.000,-

d. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0199 tanggal 2 April
2020 sebesar Rp.50.000.000,-

e. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0201 tanggal 3 April
2020 sebesar Rp.1.300.000.000,-

f. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0217 tanggal 14 April
2020 sebesar Rp.153.601.375,-

g. 1 (satu) bundel Checklist Tagihan Vendor SKBDN/Reguler/SI nama
supplier/subkontrakror CV Cahaya Gemilang, tgl Invoice/kuitansi 28 Feb
20, nilai endorsement Rp.2.507.568.000

h. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0274 tanggal 15 Mei
2020 sebesar Rp.1.289.052.612,-

i. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank No. 10-0506 tanggal 4
Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebesar Rp.578.861.560,-
176 |1 (satu) bundel printout rekening an. Ester Melina dengan nomor

rekening 1670001586543 dari Januari 2018 sd Desember 2020.
177 |1 (satu) bundel printout rekening an. Ester Melina dengan nomor

rekening 1670003389250 dari Februari sd Desember 2020
178 |1 (satu) bundel printout rekening an. Ester Melina dengan nomor

rekening 1670002461662 dari Maret 2018 sd Desember 2020
179 |1 ( satu ) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri, periode

tanggal: 14 Maret 2018 s.d 30 Aprii 2020, Nomor Rekening:

1670002466729, atas nama BAYU ANGIN MARDANI
180 |1 (satu) lembar print out daftar polis yang berisi 36 baris nama

pemegang polis, nomor 1 atas nama IMELDA CATHERINE

MARGARETHA.
181 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12161715 atas nama IMELDA CATHERINE MARGARETHA.
182 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12172296 atas nama MAFTUCHIN AL GHOZALI.
183 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12159583 atas nama WALIMIN, IR.
184 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12159625 atas nama ANGGA SANTOSO.
185 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12159585 atas nama SUTARNO, S.T.
186 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12159587 atas nama HARI NURHAYATI, S.SOS.
187 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12161903 atas nama PANGESTU AKBAR SANTOSO.
188 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12161948 atas nama M. AINUL YAQIN.
189 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12162462 atas nama NASIRUDDIN LATIEF, B.E.
190 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12159597 atas nama RIEKEA ASTIKA PUTRI GULTOM.
191 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12159462 atas nama | MADE RAI AGUS SUAMBA.
192 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12162408 atas nama AKBAR AMINUDIN, S.T.
193 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Palis :
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12161941 atas nama IRENE RETNO WULAN.
194 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12162446 atas nama WAWA MUHAMMAD FAHMI, S.PSI.
195 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12162443 atas nama YUSUF ASHARI.
196 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12161904 atas nama BONDAN FIRMANSYAH.
197 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12162406 atas nama ONIH.
198 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12172295 atas nhama SRI HARJONO , A.MD.
199 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12187029 atas hama DJOKO WIBOWO UTOMO.
200 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12172964 atas nama SAFI UDIN.
201 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12191435 atas nama YENY TRI WAHYUNI.
202 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12172350 atas nama ASEP KOMARUDIN.
203 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12239280 atas nama RINA MARDYATMINI.
204 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12239279 atas nama ADJI SETIANINGSIH.
205 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Palis :

12206777 atas nama TEGUH BUDI SUKMONO.
206 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12239272 atas nama PURWANTA.
207 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Palis :

12206761 atas nama NICO PARULIAN S.
208 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Palis :

12206760 atas nama F. TANTI ESTERINA LARASATI M..
209 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Palis :

12191413 atas nama FELLI INDRIANI.
210 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Palis :

12274143 atas nama MUHAMAD ARIF.
211 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

16208171 atas nama HASAN BISRI.
212 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :
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12382419 atas nama KAHFI DWI SEPTIANI, S.IP.
213 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12381033 atas nama KUSUMA YUDHA RAMADHANI.
214 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12380983 atas nama NAZARUDIN.
215 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12380947 atas nama MUHAMMAD SYAIFUL AFIF.
216 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan polis, No. Polis :

12381043 atas nama TRI ADITYA NUGRAHA.
217 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti transfer withdrawal.
218 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Keagenan antara PT

Prudential Life Assurance dengan CATUR PRABOWO tanggal 5

Februari 2014.
219 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Keagenan antara PT

Prudential Life Assurance dengan AMELIA RINAYANTI tanggal 12 Juli

2012.
220 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Keagenan antara PT

Prudential Life Assurance dengan AMALIA tanggal 16 Maret.
221 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan rincian komisi agen

atas nama AMELIA RINAYANTI.
222 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan rincian komisi agen

atas nama AMALIA.
223 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir riwayat pembayaran premi.
224 | 3 (tiga) lembar copy sesuai asli surat dari unity Agency kepada Biro

SDM, System dan Umum PT Amarta Karya (Persero) tanggal 12 Juni

2017.
225 | 1 (satu) bundel copy sesuai asli dokumen proposal penawaran Asuransi

jiwa dan program pension bagi karyawan dari PT Prudential Life
Assurance kepada PT Amarta Karya yang disajikan oleh AVEZA MITYA

SALEH.
226 | 2 (dua) lembar copy sesuai asli dokumen polis Asuransi PT Prudential

dengan nomor polis 132172930 tertanggal 22 Juni 2017 dengan agen

Amelia Rinayanti.
227 | 4 (empat) lembar copy Perjanjian sewa rumah No.318/HCM/VIII-2019

antaa PT AMKA Persero dengan Sirojudin untuk periode 1 Februari

2019 sd 31 Januari 2020.
228 |1 (satu) lembar copy sesuai asli dokumen surat Dewan Komisaris

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4

N0.032/DEKOM/VI-2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal undangan
klarifikasi, beserta lampiran Berita Acara Klarifikasi atas Isi Surat
Nomor: 01/PKAMKA/VI-2020 tanggal 3 Juli 2020; Daftar Hadir

Klarifikasi; Klarifikasi Pengaduan Karyawan dan Kinerja Direksi;
229 | 1 (satu) lembar copy sesuai asli lembar disposisi No.040/DEKOM/VII-

2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal permintaan audit internal, dengan
lampiran, Surat Permintaan Audit Internal dari DEKOM tanggal 30 Juli
2020; Surat Tugas audit khusus pada Divisi Keuangan dan Divisi
Human Capital Business Development tanggal 4 Agustus 2020; Nota
Dinas dari Direktur Utama ROYALDI ROSMAN kepada Kepala Divisi
Keuangan dan Kepala Divisi Human Capital & Business Development

perihal audit khusus.
230 |1 (satu) bundel copy sesuai asli Laporan Hasil Pemeriksaan

No0.04/BSPI/LHP/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal audit pada

Divisi Keuangan dan Divisi Human Capital & Business Development
231 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12526884

atas nama MUHAMMAD HASAN SYAMSURI.
232 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12509713

atas nama ALFIAN SETYO POESPITO.
233 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12507283

atas nama BAMBANG HENDIKA.
234 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12506564

atas nama DIETER RAHMADIAWAN.
235 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12506391

atas nama GIWA WIBAWA PERMANA.
236 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12505954

atas nama ARDO DIMAS BAYU PRAYOGA.
237 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12758917

atas nama | MADE JONI ARI ARTHA.
238 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12759355

atas nama ACHMAD ALFI.
239 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12758817

atas nama AKBAR NUGROHO RIANTO.
240 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12757182

atas nama WILDAN RACHMANDIKA.
241 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12702815
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atas nama WAWAN SETYAWAN.
242 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12691998

atas nama DEFRI MAULANA.
243 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12691950

atas nama GESSA FIRMAN FEBRIAN.
244 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12688483

atas nama WAHYU WINARTO.
245 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12687901

atas nama EMHA AFIF ASSAGAF.
246 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12884354

atas nama HILMI DZAKWAN, SH.
247 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12883639

atas nama BAGAS RAHMATULLAH.
248 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 13075633

atas nama ANTONIUS YOGI ANUGRAH.
249 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12685847

atas nama AFIF ACHSANUL CHOIRI.
250 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12686041

atas nama ANNIISA PRADNYA.
251 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12687330

atas nama DANY RAHMANSYAH.
252 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12691368

atas nama DITO ANTOMOBRILLIAN.
253 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12687769

atas nama MUHAMMAD FAIZ FADILLAH.
254 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12687303

atas nama MUHAMAD HANHAN NUGRAHA.
255 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12690454

atas nama REGGI ARYUNADI.
256 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12690809

atas nama SUDIRJA.
257 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12885112

atas nama ISHAR ZUL YUNANDAR.
258 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12884845

atas nama ANDRE YUDHANTARA.
259 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12687997

atas nama ANTONY RAMDHAN.
260 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12930935
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atas nama AHMAD ZAMRONI LATHIF.
261 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 13076429

atas nama ARIEF NUR ADIANTO.
262 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 13077897

atas nama MUHAMAD FAJAR.
263 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12884969

atas nama MUHAMMAD ABDUL YAZID.
264 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12884446

atas nama YUDI SUHENDAR.
265 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen polis, No. Polis : 12884572

atas nama ARISTIANTO
266 | 1 (satu) bundle mutase rekening nomor rekening 1300017329429 atas

nama MUHAMAD BANGKIT HUTA periode 6 April 2019 s.d 31

Desember 2020
267 |1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank Mandiri, nomor

rekening 106-00-1227578-3 an. TRIANI ARISTA, terdiri dari 23 lembar,

periode 1/01/2022 — 27/07/2022
268 |1 (satu) bundel mutasi rekening rekening Bank Mandiri nomor

1050013596451 atas nama DESI HARIYANTI periode 11 April 2018 s.d

3 Agustus 2022.
269 |1 (satu) bundel mutasi rekening rekening Bank Mandiri nomor

1060012503606 atas nama ABDUL KADIR periode 9 Januari 2018 s.d

31 Oktober 2020
270 | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening

1670002835824 an. RADITYA KHOLID AROYO, periode 29-11-2018

sampai dengan 31-12-2020.
271 |1 (satu) lembar foto warna dengan tulisan “Ke Kantor bawa tas

gunung”, PT. PP — PERSERO TBK, tanggal 15 Maret 2019, pukul

13.10.
272 | 1 (satu) lembar foto warna dengan tulisan “BANK MANDIRI PRIORITY

PLAZA PP, tanggal 16 April 2019 pukul 14.03
273 | 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket

Pekerjaan Konstruksi : REVITALISASI BANGUNAN HUNIAN SEWA
GRIYA CIK'S (Pembangunan Cik's Mansion) Nomor : 018.32/076.53
tanggal 8 Oktober 2018 antara YOORY C. PINONTOAN selaku Direktur
Utama PD Pembangunan Sarana Jaya dengan CATUR PRABOWO
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selaku Direktur Utama PT Amarta Karta (Persero).
274 | 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket

Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Gedung Pembangunan dan
Revitalisasi Kawasan Pasar  Atas Nomor : 027/694-
SP/Disdagkoperin/VI11/2018 tanggal 24 Juli 2018 antara SITI ROSHIDA
selaku PPK Bidang Pengadaan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan
Perindustrian Kota Cimahi dengan CATUR PRABOWO selaku Direktur

Utama PT Amarta Karta (Persero).
275 | Satu buah odner berisi dokumen:

1. 1 (satu) bundle bukti pembayaran proyek Rusun Pulo Jahe dari PT.
AMKA kepada CV. Cahaya Gemilang sebesar Rp. 316.220.000,-. Yang
halaman depannya bertuliskan Usulan Pembayaran Pekan Budget
2008 Date 18-02-2020.

2. 1 (satu) bundle bukti pembayaran proyek Rusun Pulo Jahe dari PT.
AMKA kepada CV. Cahaya Gemilang sebesar Rp. 2.612.050.000,-
Yang halaman depannya bertuliskan Kebutuhan Dana Cash, Bekasi 5
Maret 2020.

3. 1 (satu) bundle bukti pembayaran proyek Rusun Pulo Jahe dari PT.
AMKA kepada CV. Cahaya Gemilang sebesar Rp. 1.047.522.000,-
Yang halaman depannya bertuliskan Surat Usulan Pembayaran
Pproyek — Grup Head Konstruksi — Rincian Rekening Vendor. Pekan
Baudget 2010.

4. 1 (satu) bundle bukti pembayaran proyek Rusun Pulo Jahe dari PT.
AMKA kepada CV. Cahaya Gemilang sebesar Rp. 179.000.000,- Yang
halaman depannya bertuliskan Usulan Pembayaran Pekan Budget
2012 Date 23-03-2020

5. 1 (satu) bundle bukti pembayaran proyek Rusun Pulo Jahe dari PT.
AMKA kepada CV. Cahaya Gemilang sebesar Rp. 863.400.000,- Yang
halaman depannya bertuliskan Usulan Pembayaran Pekan Budget
2020 Date 18-05-2020

6. 1 (satu) bundle bukti pembayaran dari PT. AMKA kepada CV. Guntur
Gemilang untuk pembayaran proyek: Konstruksi Laboratorium Bio

Safety Level 3 di Universitas Padjajaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
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Proyek Pasar Atas Cimahi sebesar Rp. 96.645.120; dan Proyek
Beutifikasi Bandara Ambon sebesar Rp. 888.393.333 Yang halaman
depannya bertuliskan Usulan Pembayaran Pekan Budget 1908 Date:
21

7. 1 (satu) bundle bukti pembayaran dari PT. AMKA kepada CV. TRIANI
ARISTA, DESI ARIANTI, Dan CV. Cahaya Gemilang. Dengan total
dibayar 645.430.816. Yang halaman depannya bertuliskan Usulan
Pembayaran Pekan Budget 1931 Date: 29/07/2019.

8. 1 (satu) bundle bukti pembayaran dari PT. AMKA kepada CV. Cahaya
Gemilang, CV. Perjuangan, dan CV. Guntur Gemilang dengan total
dibayar Rp. 3.410.500.000, Yang halaman depannya bertuliskan Usulan
Pembayaran Pekan Budget 1921 Date: 21/05/2019.

9. 1 (satu) bundle bukti pembayaran dari PT. AMKA kepada CV. Cahaya
Gemilang untuk pembayaran proyek: Tanki Cilacap sebesar Rp.
450.000.000,-. Yang halaman depannya bertuliskan Usulan

Pembayaran Pekan Budget 1920 Date: 13/05/2019
276 | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan antara PT Pelabuhan

Indonesia Il (Persero) dengan PT Amarta Karya (Persero) untuk :
Pekerjaan Design and Build Peningkatan Jalan Prapat Kurung Selatan
dan Peningkatan Container Yard (CY) di Lahan Ex Japfa Comfeed

Surabaya, Nomor : SP2.59/HK.0502/P.111-2019, Tanggal : 8 April 2019.
277 |1 (satu) bundel fotokopi Adendum Perjanjian Pemborongan antara PT

Pelabuhan Indonesia Il (Persero) dengan PT Amarta Karya (Persero)
untuk : Pekerjaan Design and Build Peningkatan Jalan Prapat Kurung
Selatan dan Peningkatan Container Yard (CY) di Lahan Ex Japfa
Comfeed Surabaya, Nomor : SP2.13.1/HK.0502/P.111-2020, Tanggal : 2

Januari 2020
278 |1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai asli surat perjanjian antara

pejabat pembuat komitmen ESP, bahan dan peralatan jembatan satuan
kerja direktorat jembatan direktorat jenderal bina marga kementrian
pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan PT. Amarta Karya
(persero), nomor kontrak pekerjaan Nomor : HK 0201/Bt-PPK.06/15
tanggal 26 April 2019, paket pekerjaan pengadaan jembatan gantung
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pejalan kaki bentang 42 M & 60 M, dana APBN rupiah murni Tahun

anggaran 2019.
279 |1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai asli surat perjanjian antara

pejabat pembuat komitmen ESP, bahan dan peralatan jembatan satuan
kerja direktorat jembatan direktorat jenderal bina marga kementrian
pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan PT. Amarta Karya
(persero), nomor kontrak pekerjaan Nomor ;: HK 0201/Bt-PPK.06/16
tanggal 26 April 2019, paket pekerjaan pengadaan jembatan gantung
pejalan kaki bentang 84 M & 96 M, dana APBN rupiah murni Tahun

anggaran 2019
280 | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian/Komtrak Harga Satuan Untuk

Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung
Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Nomor : 212/BSN/PPK-

Lab.SNSU/3554/07/2018 tanggal 31 Juli 2018
281 | 2 (dua) lembar copy rekening koran an. DODI DUDUNG SUHENDAR,

dengan nomer rekening 1670002459906 pada Bank Mandiri dari Maret

sd Desember 2018
282 |6 (enam) lembar fotokopi legalisir Daftar Vendor Terseleksi

Subkontraktor, sebanyak 180 vendor, dengan vendor nomor 1 an.
Yazaki Technology Indonesia, PT dan Vendor no. 180 an. Sumber

Rezeki, CV
283 | 1 (satu) Bundel fotokopi legaliser Prosedur Evaluasi Pemasok dan

Pengadaan BJ No. Dokumen AMKA-PU-13-01 tanggal berlaku 10

Oktober 2017
284 | 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Prosedur Petunjuk Pelaksanaan No.

Dokumen AMKA-PU-26-01 tanggal berlaku 10 Oktober 2017
285 | 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Prosedur Umum RAPT dan RAPK No.

Dokumen AMKA-PU-34-00 tanggal berlaku 19 Juni 2019.
286 | 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Work Instruction Proses Pembayaran

No Dokumen AMKA-IK-34-001 Mulai Berlaku tanggal 9 Oktober 2017.
287 | 1 (satu) Bundel fotokopi legaliser Prosedur khusus Proses Pembayaran

No. Dokumen AMKA-PK-01-01 Mulai berlaku tanggal 19 Juni 2019
288 | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 01/KTR/PPK-

P2T/05/2019, Tanggal : 24 Mei 2019, Paket : Pengadaan Jasa
Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga Universitas Negeri
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Jakarta antara PT. Amarta Karya (Persero) dengan Universitas Negeri

Jakarta, Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T), Tahun Anggaran 2019.
289 |1 Bundel fotokopi Contract Documents, Contract Agreement No :

0889/UN6.PPK/PBJ/2018, Date : 13th July 2018, for Package : Civil
Works for the Construction oof the Bio Safety Level-3 Laboratory in

Padjadjaran University, between The Quality Improvement of
Padjadjaran University Project Under Islamic Development Bank (IDB)
Financing Assistance, Number IND-140 and PT Amarta Karya

(Persero).
290 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

(RKS) pekerjaan jasa konsultansi Rancangan Teknik Terinci (RTT)
perluasan apron baru dan fasilitas penunjangnya di Bandar Udara

Sultan Hasanuddin - Makasar.
291 |2 (dua) Lembar fotokopi legalisir penunjukan pemenang Nomor :

AP.1.1033/PL.02/2018/GM.UPG tanggal 8 Maret 2018.
292 | 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi)

No. MBG774024364418N Tanggal 13 Maret 2018.
293 | 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Purchase Order dengan vendor : PT

AMARTA KARYA dan Pemesan : PT. Angkasa Pura | (Persero) Bandara

Sultan Hasanuddin-UPG Tanggal 16 Maret 2018.
294 | 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Nomor : PBJUPG-18002830 Tanggal 16 Maret 2018.
295 | 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Perubahan Pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa Nomor : BA.122/TK.09/2018/GM.UPG-B,

Tanggal : 30 Juli 2018.
296 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Perubahan Pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa Nomor : BA.190/TK.09/2018/GM.UPG-B,

Tanggal : 2 November 2018
297 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Perubahan Waktu

Nomor : BA.6/TK.09/2019-GM.UPG, Tanggal : 8 Januari 2019
298 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir ADDENDUM | Nomor

ADD.02/HK.06.01/2019/GM.UPG Tanggal : 8 Januari 2019 Periode : 9
Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 Atas Kontrak Pengadaan Barang
Dan Atau Jasa Nomor : PBJUPG-18002830 Tanggal : 16 Maret 2018
Pekerjaan : Perluasan Apron Baru Di Bandar Udara Internasional Sultan
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Hasanuddin Pelaksana : PT AMARTA KARYA (Persero).
299 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Evaluasi Perubahan

Waktu Nomor : BA.140/TK.09/2019/UPG.FU, Tanggal : 27 Februari

2019
300 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama

Pekerjaan Nomor : BA.395/TK.09/2019/UPG.TF-B Tanggal : 13

September 2019.
301 | 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Perhitungan Akhir Nomor :

BA.7/TK.09/2020/GM-UPG Tanggal : 9 Januari 2020.
302 |2 (dua) Lembar fotokopi legalisir Berita Acara pemeriksaan fisik

pekerjaan pemeliharaan Nomor : 01/BA-PF/XI1/2020 Tanggal : 17

Desember 2020.
303 |1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Kedua

Pekerjaan Nomor : BA.UPG.AT.15/TK.09/2021 Tanggal : 7 Januari 2021
304 | 1 (satu) bundel copy kontrak nomor : PBJDPS-18002805 tanggal 21 —

2 — 2018, antara YANUS SUPRAYOGI, General Manager Kantor
Cabang Utama PT. Angasa Pura | (persero) Bandara Internasional |
Gusti Ngurah Rai Bali sebagai Pihak Pertama dan CATUR PRABOWO,

Direktur Utama PT. Amarta Karya (persero).
305 | 1 (satu) bundel copy Adendum nomor : 59/SPK/PL.02/2019-GM.DPS

tanggal 12 Juli 2019 atas kontrak Nomor : PBJDPS-18002805 tanggal
21 Februari 2018, Pekerjaan Desain & Build Gedung VVIP, Base OPS
TNI, dan Penggantian Line Maintenance Airlines di Bandara

Internasional | Gusti Ngurah Rai Bali.
306 |1 (satu) bundel mutasi rekening nomor rekening 9000034244633 atas

nama MUHAMAD BANGKIT HUTA periode 2 Januari 2018 s.d 31

Desember 2020.
307 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : DKM-SPT/023/VIII-

2017, tanggal 1 Agustus 2017, perihal penempatan tugas pada Divisi

Akuntansi PT. AMKA, an. PANDHIT SENO AJI.
308 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : DKM-SPT/031/VIlI-

2017, tanggal 1 Agustus 2017, perihal penempatan tugas pada Grup

Konstruksi PT. AMKA, beserta 3 (tiga) lembar lampiran SPT Nomor :
DKM-SPT/031/VIII-2017, tanggal 1 Agustus 2017, an. PANDHIT SENO

AJl.
309 |2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. AMKA (persero) nomor :
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23/KPTS/111-2019, tanggal 18 Maret 2019, tentang pengangkatan sdr.
PANDHIT SENO AJI sebagai Pjs. Kepala Divisi Keuangan PT. AMKA

(persero).
310 | 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. AMKA (persero) nomor :

012/KPTS/II-2020, tanggal 16 Maret 2020, tentang pengangkatan sdr.
PANDHIT SENO AJl sebagai Kepala Divisi Keuangan PT. AMKA

(persero).
311 | 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. AMKA (persero) nomor :

015/KPTS/IV-2021, tanggal 28 April 2021, tentang pengangkatan sdr.
PANDHIT SENO AJl sebagai Senior Vice Presiden Divisi Sekretaris

Perusahaan PT. AMKA (persero).
312 | 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. AMKA (persero) nomor :

003/KPTS/11-2022, tanggal 24 Februari 2022, tentang Pengahiran
Jabatan sdr. PANDHIT SENO AJIl sebagai Senior Vice Presiden Divisi

Sekretaris Perusahaan PT. AMKA (persero).
313 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : DKM-SPT/021/IlI-

2018, tanggal 27 Maret 2018, perihal Penugasan sebagai Site

Administration Manager (SAM) pada proyek Hotel Sayaga di Bogor, an.

DEDEN PRAYOGA.
314 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : DKM-SPT/145/X-

2018, tanggal 26 Oktober 2018, perihal Penugasan sebagai Site

Administration Manager (SAM) pada proyek Revitalisasi Bangunan

Hunian Sewa Griya Cik's (Cik’s Mansion), an. DEDEN PRAYOGA.
315 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : HCM&IT-SPT/098/1V-

2019, tanggal 10 April 2019, perihal Penempatan Tugas Pada

departemen Administrasi, an. DEDEN PRAYOGA.
316 |2 (dua) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : 119/HC/111-2020,

tanggal 31 Maret 2020, perihal Penempatan Tugas Pada Divisi Operasi

I, an. DEDEN PRAYOGA.
317 | 2 (dua) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor : 121/HC/111-2020,

tanggal 31 Maret 2020, perihal Penempatan Tugas Pada Divisi Operasi

Ill, an. DEDEN PRAYOGA.
318 |2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. AMKA (persero) nomor :

032/KPTS/IV-2021, tanggal 28 April 2021, tentang pengangkatan sdr.
DEDEN PRAYOGA sebagai Pjs. Vice President Departemen
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Infrastruktur pada Divisi Marketing PT. AMKA (persero).
319 |2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. AMKA (persero) nomor :

012/KPTS/111-2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Pengakhiran
Jabatan sdr. DEDEN PRAYOGA sebagai Pjs. Vice President

Departemen Infrastruktur pada Divisi Marketing PT. AMKA (persero).
320 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : DKM-SPT/021/11-2019,

tanggal 15 Februari 2019, perihal penugasan sdr. SUTARNO sebagai

Site Operasional Manager (SOM) pada Proyek kalibaru Semarang.
321 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : 049/OP3/VI-2020,

tanggal 03 Juni 2020, perihal Penempatan tugas pada proyek Jembatan

Gantung an. RIZAL FADILAH.
322 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : 036/HCB-SPT/XI1-2020,

tanggal 07 Desember 2020, perihal Penugasan sebagai Pjs Site

Administration Manager (SAM) pada proyek pengadaan Pipe Rack

RDMP RU-V Balikpapan, an. RIZAL FADILAH
323 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : 210a/HC/V-2021, tanggal

10 Mei 2021, perihal Penempatan tugas sebagai SAM pada proyek JG

PUPR 2021, an. RIZAL FADILAH
324 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : DKM-SPT/007/11-2019,

tanggal 15 Februari 2019, perihal Penugasan sebagai General Manager
(GM) pada Proyek Tangki Cilacap paket | dan Paket Il, an. FIRMAN SRI

SUGIHARTO.
325 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : DKM-SPT/101/VI111-2018,

tanggal 29 Agustus 2018, perihal penugasan sebagai SAM pada Proyek

Belanja Modal Gedung Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar

Atas Kota Cimahi, an. ASWIN.
326 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : 046/0P3/V-2020, tanggal

27 Mei 2020, Perihal Penempatan tugas pada proyek Tol Sigli Banda

Aceh, an. ZULFIAN SYAFRI.
327 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : HCM&IT-SPT/099/IV-

2019, tanggal 26 April 2019 , Perihal Penugasan sebagai Project

Manager (PM) pada Proyek Pengadaan jembatan Gantung type 42 M,

60 M, 84 M dan 96 M, an. MAFTUCHIN AL GHOZALI.
328 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : DKM-SPT/039/VI1-2017,

tanggal 5 Juli 2017, Perihal Penugasan sebagai Project Manager (PM)
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pada Proyek IPA Tritip Balikpapan, an. MAFTUCHIN AG.
329 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : DKM-SPT/014/11-2019,

tanggal 15 Februari 2019, Perihal Penugasan sebagai Project Manager

(PM) pada Proyek Pelindo Ill Suarabaya An. ARY HARYADI.
330 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No : 007/HCM-SPT/11-2020,

tanggal 25 Februari 2020 , Perihal Penugasan sebagai Project

Manager (PM) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe,

Jakarta Timur, an. ARISTIANTO.
331 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :GKT-SPT/001/I-2019,

tanggal 07 Januari 2019, Perihal Penugasan sebagai SAM pada

Proyek CIK Mansion, an. DODI SUHENDAR.
332 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :DKM-SPT/048/VI-2018,

tanggal 26 Juni 2018, Perihal Penugasan sebagai Pjs PM pada Proyek

Pembangunan Gedung Laboratorium Puslabfor, an. | MADE RAIAS.
333 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :DKM-SPT/038/11-2019,

tanggal 15 Februari 2019, Perihal Penugasan sebagai SAM pada

Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Lab SNSU

Badan standarisasi Nasional, an. DARYATNO.
334 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :DKM-SPT/032/11-2019,

tanggal 15 Februari 2019, Perihal Penugasan sebagai PM pada

Proyek perluasan Apron Baru & fasilitas penunjangnya di Bandara

Sultan Hasanuddin Makassar, an. ESTER MELIANA.
335 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :DKM-SPT/007/111-2018,

tanggal 21 Maret 2018, Perihal Penugasan sebagai PM pada Proyek

Design and Build Gedung VVIP, Base Ops TNI dan Penggatian line
maintenance airlines di bandar Udara Internasional | Gusti Ngurah Rai

Bali, an. ESTER MELIANA.
336 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :DKM-SPT/044/XI11-2017,

tanggal 12 Desember 2017, Perihal Penugasan sebagai PM pada

Proyek Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran,

an. ANDERSO PANGESTIAJI.
337 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas No :DKM-SPT/023/111-2018,

tanggal 27 Maret 2018, Perihal Penugasan sebagai PM pada Proyek

Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran, an.
PANGESTU AKBAR SANTOSO.
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338 |1 (satu) lembar Surat No :046/GKT/X1/2017, tanggal 20 November
2017, Perihal Tugas Sementara, yang ditujukan kepada AHMAD
RIEFQI DARMAWAN, sebagai SAM Proyek Pembangunan

Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran .
339 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: DKM-SPT/131/X-

2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Penugasan a.n ANGGA
SANTOSO sebagai Project Manager (PM) pada Proyek Pekerjaan Jasa

Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU Badan

Standarisasi nasional.
340 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: DKM-SPT/071/Ill-

2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penugasan a.n ANDRE
YUDHANTARA sebagai Project Manager (PM) pada Proyek Pekerjaan
Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU Badan

Standarisasi hasional.
341 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: HCM-SPT/161/IX-

2019 tanggal 09 September 2019 Perihal Penugasan a.n MOHAMMAD
TAUFIK sebagai Site Administration Manager (SAM) pada Proyek

Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU

Badan Standarisasi nasional.
342 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: 005/HCM-SPT/I-2020

tanggal 15 Januari 2020 Perihal Penugasan a.n NURUL HUDA sebagai

Pjs Project Manager (PM) pada Proyek Pembangunan Gudang

Elemented Detonator PT. Dahana (Persero) di Subang.
343 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: HCM& IT-

SPT/150a/VI111-2019 tanggal 14 Agustus 2019 Perihal Penugasan a.n
MUHAMMAD NURRAHMANTO sebagai Pjs. Site Administration
Manager (SAM) pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD

Kabupaten Bandung Barat.
344 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: 012/HCB-SPT/I-2021

tanggal 19 Januari 2021 Perihal Penugasan a.n MUHAMMAD
NURRAHMANTO sebagai Pjs Site Administration Manager (SAM)

pada Proyek Pulo Jahe
345 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: 469/HC/VIII-2021,

tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Penugasan a.n HAFIDH ROKHMAN
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ROLDI sebagai Pjs Site Administration Manager (SAM) pada Proyek

Gedung 41 —B PT. Bio Farma (Persero).
346 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: 014/HCB-SPT/I1-2021,

tanggal 19 Januari 2021 Perihal Penugasan a.n HAFIDH ROKHMAN
ROLDI sebagai Pjs Site Administration Manager (SAM) pada Proyek

KBB & Dahana.
347 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: 020a/HCB-SPT/VII-

2020, tanggal 15 Juli 2020 Perihal Penugasan a.n RACHMAD
WAHYUDI sebagai Project Manager (SAM) pada Proyek

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Jakarta Timur.
348 | 1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: DKM-SPT/090/VIII-

2018, tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Penugasan a.n TANTO
BARNOWO sebagai Project Manager (PM) pada Proyek Perluasan

Bandara Pattimura Ambon
349 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: 114/0p2/VI1I1-2020,

tanggal 24 Juli 2020 Perihal Penempatan tugas a.n REZA ANGGA

WIJAYA Sebagai SAK Proyek Bandara Pattimura Ambon.
350 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: HCM-SPT/127/V-

2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Penugasan a.n RACHMAT ZAINAL
IRFAN sebagai Pjs. Site Administration Manager (SAM) pada Proyek

Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga

Universitas Negeri Jakarta.
351 |1 (satu) lembar Surat Penempatan Tugas Nomor: DKM-SPT/016/Ill-

2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penugasan a.n BAYU ANGIN M
sebagai Project Manager (PM) pada Proyek Perluasan Apron Baru &

Fasilitas Penunjangnya di Bandara Sultan Hasanuddin Makasar.
352 | 1 (satu) bundel print-out asli mutasi rekening tabungan nasabah Bank

Mandiri, Nomor Rekening : 60085000234 atas nama PT AMARTA

KARYA periode 02 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2020
353 |1 (satu) bundel fotokopi Bid of Documents Project : The Quality

Improvement of Padjadjaran University Project Civil Works for the

Construction of the Bio Safety Level — 3 Laboratory in Padjadjaran

2018.
354 | 1 (satu) bundel fotokopi Contract Documents Contract Agreement No :

0889/UN6.PPK/PBJ/2018 Date : 13th July 2018 for Package Civil
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Works for the Construction of the Bio Safety Level — 3 Laboratory in
Padjadjaran University between The Quality Improvement of
Padjadjaran University Project Under Islamic Development Bank (IDB)
Financing Assistance, Number IDN-140 and PT Amarta Karya

(Persero).
355 |1 (satu) bundel fotokopi Contract Documents Contract Agreement

Addendum No : 1532/UN6.IDB/TU/2018 Date : 23th November 2018 for
Package Civil Works for the Construction of the Bio Safety Level — 3

Laboratory in Padjadjaran University between The Quality Improvement
of Padjadjaran University Project Under Islamic Development Bank
(IDB) Financing Assistance, Number IND-140 and PT Amarta Karya

(Persero).
356 | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran yang terdiri dari 6

(enam) termin pembayaran sebagai berikut :

1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan
NSS : 0080639 C dengan lampirannya.

2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan
NSS : 0080657 C dengan lampirannya.

3) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan
NSS : 0080658 C dengan lampirannya.

4) 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 1492/UN6.1DB/TU/2018 tanggal
15 Nopember 2018, perihal : Permintaan Penerbitan/Pengajuan Aplikasi
Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri dengan Cara
Pembayaran Langsung, beserta lampirannya.

5) 1 (satu) bundel fotokopi surat Number 1804873454/PL.2/2018,
tanggal December 3, 2018, To : Islamic Development Bank, beserta
lampirannya.

6) 1 (satu) bundel fotokopi surat Number 1805143431/PL.2/2018,
tanggal December 7, 2018, To : Islamic Development Bank, beserta

lampirannya
357 | 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : LHR-63/D203/2/2019 tanggal 18

Maret 2019, perihal : Laporan Hasil Reviu atas Tagihan Pembayaran

Pekerjaan Pembangunan Bio Safety Laboratory Level — 3 pada The
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Quality Improvement of Padjadjaran University Project (IND-40) Tahun
Anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
358 | 1 (satu) buah buah odner warna hitam bertuliskan “DATA PROYEK

CIVIL WORKS SEKSI 2 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk Dalam Rangka
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh Yang

dikerjakan oleh PT Amarta Karya”, yang berisi dokumen antara lain ;
1. 1 (satu) Foto copy legalisir bundel Dokumen/Data terkait Proses
Pengadaan dan Kontrak;

2. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir dokumen kontrak nomor
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;

3. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen amandemen 01 nomor
028/AMD.01/KONTRAK/TOLSIGLI/IV/2020/INFRA 1, tanggal 21 April
2020 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;

4. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen amandemen 02 nomor
041.H/AMD.02/KONTRAK/TOLSIGLI/VI/2020/INFRAL, tanggal 22 Juni
2020, atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;

5. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen amandemen 03 nomor
070.C/AMD.03/KONTRAK/TOLSIGLI/XI/2020/INFRA 1, tanggal 4
November 2020, atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;

6. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen amandemen 04 nomor

008.E/AMD.04/KONTRAK/TOLSIGLI/II/2021/INFRA 1, tanggal 26
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Februari 2021, atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;

7. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen amandemen 05 nomor
025.D/AMD.05/KONTRAK/TOLSIGLI/VI/2021/INFRA 1, tanggal 16 Juni
2021, atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;

8. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen amandemen 06 nomor
033.1.AMD.06/KONTRAK/TOLSIGLI/VII/2021/INFRA 1, tanggal 26 Juli
2021, atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16 Januari 2020
Pekerjaan Civil WWork seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh

9. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir dokumen Rekapitulasi proses
tagihan dan bukti pembayaran terkait kontrak Perjanjian Pemborongan
Nomor : 002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1 tanggal 16
Januari 2020 Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek Pembangunan Jalan
Tol Trans Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh ;

10. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir dokumen data korespondensi
proyek dan data lainnya terkait dengan kontrak Perjanjian
Pemborongan Nomor : 002.C/KONTRAK/TOLSIGLI/I/2020/INFRA 1
tanggal 16 Januari 2020 Pekerjaan Civil Work seksi 2 Proyek

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Sigli-Banda Aceh;
359 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 221/-

1.796.32 tanggal 25 Februari 2020 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Kegiatan : Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara,
Kec. Cakung, Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia :

AMKA-ELSADAI, KSO.
360 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum | Surat Perjanjian / Kontrak
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Perubahan Atas Pergantian Personil Nomor 228/-1.796.32 tanggal 6
Maret 2020 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-

ELSADAI, KSO.
361 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum Il Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Wakil Sah Para Pihak dan Waktu Penyelesaian
Pekerjaan Nomor 329/-1.796.32 tanggal 16 Juni 2020 Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Kegiatan : Pembangunan Rumah Susun Pulo
Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Biaya

Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-ELSADAI, KSO.
362 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum IIl Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Wakil Sah Para Pihak Nomor 433/-1.796.32 tanggal 2
November 2020 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan
Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-

ELSADAI, KSO.
363 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum IV Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Tata Cara Pembayaran Nomor 57/-1.796.32 tanggal 18
Februari 2021 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-

ELSADAI, KSO.
364 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum V Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Wakil Sah Para Pihak Nomor 89/-1.796.32 tanggal 8

Maret 2021 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-
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ELSADAI, KSO.
365 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum VI Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Tata Cara Pembayaran Nomor 401/-1.796.32 tanggal 9
September 2021 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-

ELSADAI, KSO.
366 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum VII Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan Wakil Sah Para
Pihak Nomor 544/-1.796.32 tanggal 16 November 2021 Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Kegiatan : Pembangunan Rumah Susun Pulo
Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Biaya

Rp.266.194.137.400,00, Penyedia : AMKA-ELSADAI, KSO.
367 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum VIII Surat Perjanjian /

Kontrak Perubahan Atas Wakil Sah Para Pihak Nomor 114/-1.796.32
tanggal 1 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan
Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec.
Cakung, Jakarta Timur, Biaya : Rp.266.194.137.400,00, Penyedia :

AMKA-ELSADAI, KSO.
368 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum IX Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan Nilai Kontrak
Akibat Pengenaan PPN 11% Nomor 374/RR.02.01 tanggal 18 April
2022 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Biaya : Rp.267.162.116.081,00, Penyedia : AMKA-

ELSADAI, KSO.
369 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum X Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Jabatan Nomor 504/RR.02.01 tanggal 14 Juni 2022

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan : Pembangunan Rumah
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Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Biaya :

Rp.267.162.116.081,00, Penyedia : AMKA-ELSADAI, KSO.
370 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum XI Surat Perjanjian / Kontrak

Perubahan Atas Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor 631/RR.02.01
tanggal 12 Agustus 2022 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus |bukota
Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kegiatan

Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec.
Cakung, Jakarta Timur, Biaya : Rp.267.162.116.081,00, Penyedia :

AMKA-ELSADAI, KSO.
371 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1004265/SP2D/111/2020 tanggal 18 Maret 2020

beserta lampirannya.
372 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1027002/SP2D/XI1/2020 tanggal 10 Desember

2020 beserta lampirannya.
373 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1002754/SP2D/III/2021 tanggal 5 Maret 2021

beserta lampirannya.
374 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1014405/SP2D/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021

beserta lampirannya.
375 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1021169/SP2D/1X/2021 tanggal 20 September

2021 beserta lampirannya.
376 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1026183/SP2D/X1/2021 tanggal 5 November 2021

beserta lampirannya.
377 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1003987/SP2D/111/2022 tanggal 14 Maret 2022

beserta lampirannya.
378 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1008228/SP2D/IV/2022 tanggal 22 April 2022

beserta lampirannya.
379 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1017159/SP2D/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022
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beserta lampirannya.
380 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 1025917/SP2D/1X/2022 tanggal 23 September

2022 beserta lampirannya.
381 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengadaan Jasa Nomor :

TP.01.03/B.Dept.SU2./Kalibaru/885/X1/2018 Tanggal : 28 November
2018, Proyek Pengembangan Terminal Kalibaru Tahap | Pelabuhan

Cabang Tanjung Emas — Divisi Operasi 4 antara PT. Wijaya Karya

(Persero) dengan PT. Amarta Karya (Persero).
382 | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Notulen Rapat tanggal 19 Juni 2021

dengan agenda : Konfirmasi Kemajuan Pekerjaan atas Perjanjian Jasa
No. TP.01.03/B.Dept.SU2./Kalibaru/885/X1/2018 Tanggal : 28
November 2018 antara PT. Wijaya Karya (Persero) dengan PT. Amarta

Karya (Persero).
383 | 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Kesepakatan Proyek

Pengembangan Terminal kalibaru Tahap | Pelabuhan Cabang Tanjung
Emas, tanggal 22 Oktober 2020 antara EKO MARSUDI UTOMO

dengan ROYALDI ROSMAN.
384 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) PA/KPA :

Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Pemerintah

Daerah Kota Cimahi, Nama Pekerjaan : Belanja Modal Gedung
Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas Tahun Anggaran

2018.
385 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pengadaan Konstruksi

Nomor 027/694-SP/Disdagkoperin/V11/2018 tanggal 24 Juli 2018,
kegiatan : Belanja Modal Gedung Pembangunan dan Revitalisasi

Kawasan Pasar Atas, Nilai Pekerjaan : Rp.51.759.311.000,-.
386 | 2 (dua) bundel asli Dokumen Penawaran Proyek Pembangunan dan

Revitalisasi Kawasan Pasar Atas Kota Cimahi, PT Amarta Karya

(Persero).
387 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum Kontrak Pengadaan

Konstruksi Nomor : 027/ADD/694-SP/Disdagkoperin/X1/2018, tanggal 7
November 2018, Kegiatan : Proyek Pembangunan dan Revitalisasi

Kawasan Pasar Atas.
388 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum Kontrak Terhadap Kontrak
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Nomor : 027/ADD/694-SP/Disdagkoperin/XI/2018, Pekerjaan Belanja
Modal Gedung Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar

AtasTentang Pekerjaan Tambah Kurang, tanggal : 30 November 2018.
389 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir Adendum Kontrak Terhadap Kontrak

Nomor : 027/ADD3/694-SP/Disdagkoperin/XI/2018, Pekerjaan Belanja
Modal Gedung Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar

AtasTentang Pemberian Kesempatan Waktu, tanggal 19 Desember

2019.
390 | 6 (enam) bundel fotokopi legalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Belanja

Modal Gedung Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas.
391 |1 (satu) bundel fotokopi legalisir As Built Drawing Pekerjaan Belanja

Modal Gedung Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas.
392 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Review Perencanaan Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Pasar, Rencana Anggaran

Biaya, Tahun Anggaran 2017.

393 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Term |I.

394 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Term Il.

395 | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Term lll.

396 | 1 (satu) bundel copy dokumen Pengumuman Pengadaan Jasa No. PJ.

0092A/LL-CO/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 beserta dokumen

pendukungnya.
397 |1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Aanwijzing Coll No.

S18LL1038A tanggal 03 Oktober 2018 beserta lampirannya;
398 | 1 (satu) bundel copy Uraian dan Syarat-Syarat Kerja Rev. -1.1-; Tgl, 5

Oktober 2018 (setelah Aanwijzing+cs);
399 |1 (satu) bundel copy dokumen Memorandum Section Head Equipment

Overhaul No. 150/E14162/2018-S5 tanggal 29 November 2018 perihal

Hasil Penilaian Presentasi Teknis MR 71T-16 dan OH 71T-18;
400 |1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran

Sampul Il Pekerjaan Perbaikan Kerusakan (Overhaul) Tangki 71T-16
dan 71T-18 Area 70 di Kilang PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap

beserta lampirannya;
401 | 1 (satu) bundel copy Surat Procurement Manager No. 984/104150/2018-

SO tanggal 13 Desember 2018 perihal Penunjukan Pemenang

Pengadaan Jasa Coll No. S18LL1038A,;
402 | 1 (satu) bundel copy Pokok — Pokok Perjanjian Pekerjaan Perbaikan

Kerusakan (Overhaul) Tanki 71T-16 dan 71T-18 Area 70 di Kilang PT
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Pertamina (Persero) RU IV Cilacap No. 180051 bulan Desember tahun

2018 beserta lampirannya;
403 | 1 (satu) bundel copy dokumen Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi)

No. MBG774021135619M tanggal 22 Februari 2019 beserta

lampirannya;
404 | 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja No. 005/E14000/2019-S0

tanggal 1 Februari 2019;
405 | 1 (satu) bundel Copy dokumen No. 238/E14000/2019-S5 tanggal 12

Juni 2019 perihal Addendum Waktu Dengan Denda Untuk Pekerjaan
Perbaikan Kerusakan (Overhaul) Tangki 71T-16 dan 71T-18 Area 70 di

Kilang PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
406 | 2 (dua) lembar copy Surat Pjs. Manager Maintenance Execution | No.

146/E14160/2019-S5 tanggal 21 Juni 2019 perihal Surat Peringatan Ke-
1 Pekerjaan Minor Repair Tanki 71T-16 dan Overhaul Tanki 71T-18 Area

70.
407 |1 (satu) lembar copy Surat Manager Maintenance Execution | No.

224/E14160/2019-S0 tanggal 5 September 2019 perihal Surat
Peringatan Ke-2 Pekerjaan Minor Repair Tanki 71T-16 dan Overhaul

Tanki 71T-18 Area 70.
408 |1 (satu) bundel copy Surat GM Refinery Unit IV Cilacap No.

122/E14000/2020-S0 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pemutusan
Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kerusakan (Overhaul) Tangki 71T-16
dan 71T-18 Area 70 di Kilang PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap

SPB No. 3900205768;
409 |1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Serah Terima Perbaikan

Kerusakan Minor Repair Tanki 71T-16 dan Overhaul Tanki 71T-18 Area

70 No. 008/E14163/2020/BA tanggal 23 Maret 2020;
410 | 1 (satu) bundel copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan

Jasa Pekerjaan Perbaikan Kerusakan (Overhaul) Tangki 71T-16 dan

71T-18 Area 70 di Kilang PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
411 |1 (satu) bundel copy Surat Nomor: 152/DU/VI-2020 tanggal 22 Juni

2020 dari Direktur Utama PT. AMKA (Persero) perihal pengajuan

pembayaran Termin 4 beserta lampiran pendukungnya.
412 | 1 (satu) lembar copy Nota Pengantar tanggal 16 Juni 2020 dari Finance

Refinery Offsite Support Region 1l Manager kepada Maintenance

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Execution Manager perihal Keterlambatan Kontrak SPB No.
3900205768.
413 |1 (Satu) bundel dekumen yang berisi:

a) Surat yang ditujukan kepada B. BAMBANG SUPARNO permohonan
peminjaman uang yang ditandatangani oleh CATUR PRABOWO
2019.

b) Surat Kuasa jual tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh
BAMBANG SUPARNO sebagai penerima kuasa dan Sdr. AMELIA
RINAYANTI sebagai pemb eri kuasa pada tanggal 26 Agustus 2020.

tanggal 12 Februari

c) Dan 5 (lima) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditandatanagni

oleh CATUR PRABOWO.
414 | 15 (lima belas) lembar foto copy Work Instruction Proses Pembayaran,

No. Dokumen : AMKA-IK-34.001, Tgl berlaku : 9 Oktober 2017, Tgl

Review 9 Oktober 2018
415 |1 (satu) bundel foto copy

Pengikatan Jual Beli) Nomor 008/PPJB/IGP-SH/XI1/2019 tanggal 10
Desember 2019 antara PT Inti Gria Perdana dengan Ny. Amelia

legalisir dokumen PPJB (Perjanjian

Rinayanti.
416 | 2 (dua) lembar foto copy dokumen dengan Kop Intiland, Surat Pesanan

Unit O-6 Tipe S-2 Luas 207,40 m2 (tanah/ 300,00 m2 (bangunan) atas
nama Pembeli IR Catur Prabowo, MM., dengan harga transaksi Rp.

8.043.811.092 (delapan milyar empat puluh tiga juta delapan ratus
sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah), tanggal transaski 1 July 2019;

417 || 15 (lima belas) lembar kwitansi (copy) dari Serenia Hills Intiland
pembayaran unit O-6/002 dengan rincian
N Untuk Jumlah Tanggal Tanggal Pengirim
Pembayara (Rp) Transfer Kwintan (terima
n (dengan si dari)
pembayara
n)
Tanda Jadi 20.000.000,- | 29 Mei 2019 | 3 Catur
Septemb | Prabowo
er 2019
Uang DP-1 820.943.887 | 21 Juni 2019 | 3 Catur
- Septemb | Prabowo
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er 2019
Uang DP-2 840.943.887 | 19 Juli 2019 | 3 Catur
- Septemb | Prabowo
er 2019
Uang DP-3 840.943.887 | 22 Agustus 3 Catur
- 2019 &2 Septemb | Prabowo
September er 2019
2019
Angsuran 1 | 613.442.159 | 7 Oktober 9 Catur
- 2019 Oktober Prabowo
2019
Angsuran 2 | 613.442.159 | 6 November | 26 Catur
- 2019 Novembe | Prabowo
r 2019
Angsuran 3 | 613.442.159 | 6 Desember | 19 Amelia
- 2019 Desembe | Rinayanti
r 2019
Angsuran 4 | 613.442.159 | 8 Januari 13 Amelia
- 2020 Januari Rinayanti
2020
Angsuran5 | 613.442.159 | 12 Februari | 14 Amelia
- 2020 Februari | Rinayanti
2020
Angsuran 6 | 950.000.000 | 24 Maret 27 Maret | Amelia
& sebagian | ,- 2020 2020 Rinayanti
7
Sisa 300.000.000 | 27 Maret 1 April Amelia
angsuran 7 | ,- 2020 2020 Rinayanti
& sebagian
8
Sisa 700.000.000 | 5Juni 2020 | 2 Juni Amelia
angsuran 8 | ,- 2020 Rinayanti
& sebagian
pelunasan
Sebagian 200.000.000 | 23 24 Amelia
pelunasan - September Septemb | Rinayanti
2020 er 2020
Sebagian 200.000.000 | 24 25 Amelia
pelunasan - September Septemb | Rinayanti
2020 er 2020
Sisa 103.768.635 | 25 7 Amelia
Pelunasan - September Oktober Rinayanti
2020 2020
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B4

L. |
418 | 8 (delapan) lembar print out mutasi rekening nomor 1670002392214

atas nama DERRY JAKA PERMANA periode Juli 2019, Oktober 2019

dan Desember 2019
419 | 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri atas nama JEFFRI BRAVO

dengan nomor rekening 1670001021400 periode 1 Januari 2020

sampai dengan 31 Januari 2020.
420 | 1 (satu) bundle bukti pengeluaran yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Bukti bank keluar tertanggal 13/9/2019.
b. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri cek No: HB 986008
tertanggal 13 September 2019.

c. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari MAICHEL tertanggal 13
September 2019.

d. 1 (satu) lembar fotocopy printout lembar ke-1 rekening Koran Bank
Mandiri norek: 1550077713736 periode 1 September 2019 s.d 30

September 2019
421 | 1 (satu) lembar fotocopy printout lembar ke-2 rekening Koran BNI

norek: 344279480 periode 1 Oktober 2019 s.d 31 Oktober 2019
422 |1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank Mandiri Nomor

1080004292109 atas nama SYAFRIALI RAMLI, periode 2 Juli 2019 s.d

30 September 2019
423 | 4 (empat) lembar printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI norek.

065301002049530 an. STEVANUS CHRISTIAN SUGIONO dari tanggal

8 September 2019 sd 31 Oktober 2019.
424 | 1 (satu) bundel foto copy Perianjian Pengikatan Jual Beli Unit

Apartemen Sky House BSD oleh dan Antara PT Sunny Garden Property
dan Amelia Rinayanti No. BSDBGY-J-1-2705/PPJB tanggal 6 Juni 2019

berikut lampiran biodata pembeli serta bukti pembayaran angsurannya.
425 | 27 (dua puluh tujuh) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri

nomor 1240006863410 atas nama SRI WULAN DHANI periode Januari

2018 s.d. Desember 2020
426 | 1 (satu) bundel asli Surat Hak Milik (SHM) nomor 3865 an. ELLIH

KURNIASIH, FEBRIANY RAHMAWATY dan REZA ANGGA WIJAYA;
427 | 2 (dua) lembar asli Surat Jual Beli Rumah di Komplek Graha Indah

Jalan Anggur Il Blok A 25 No. 5A Graha Indah Rt. 009 Rw. 010
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Jakamulya Bekasi tertanggal 22 Mei 2020 atas nama penjual REZA

ANGGA WIJAYA dan pembeli DEDEN PRAYOGA;
428 | 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas No. 198/HJ/BPR/XI1/2019

tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh RUSMONO

selaku Direktur Utama PT. BPR Hosing Jaya.
429 | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
Bangunan di Komplek Vernonia Residence Summarecon Bekasi Nomor
: E.0019/SBK/RMH/2013 tanggal 10 Mei 2013.

b) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Piutang Rumah Blok/No : DD/017.

c) 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor :
D017/TT/SBK/IV/2015.

d) 5 (lima) lembar fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2626,
Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi atas nama
SUPIAH.

e) 5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Telah Dilaksanakan Pengalihan
Hak.

f) 4 (empat) lembar fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak Notaris
Rauwolfie Yudianto, SH, Nomor 3 tanggal 8 Juni 2021.

g) 4 (empat) lembar fotokopi Akta Jual Beli Notaris Rauwolfie Yudianto,
SH, Nomor 156/2021 tanggal 8 Juni 2021.

h) 3 (tiga) lembar fotokopi Tanda Pemesanan Atas Tanah dan bangunan
di Summarecon Bekasi No. : SBK/2013-D/0148.

i) 3 (tiga) lembar fotokopi Tanda Pemesanan, Pemesan : Catur
Prabowo.

j) 2 (dua) lembar fotokopi identitas SUPIAH yang terdiri dari KTP, NPWP

dan Kartu Keluarga
430 | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
Bangunan di Komplek Vernonia Residence Summarecon Bekasi Nomor
: E.0044/SBK/RMH/2013 tanggal 11 Mei 2013.

b) 5 (lima) lembar fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak Notaris Edna
Hanindito, SH, M.Kn, Nomor 28 tanggal 21 September 2022.
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¢) 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Pemesanan Atas Tanah dan
Bangunan di Summarecon Bekasi No. : SBK/2013-D/0147.

d) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Piutang Rumah Blok/No : DD/020.

e) 3 (tiga) lembar fotokopi Tanda Pemesanan, Pemesan : Catur
Prabowo.

f) 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor :
E.019/TT/SBK/V/2015.

g) 5 (lima) lembar fotokopi Akta Jual Beli Notaris Edna Hanindito, SH,
M.Kn.,Nomor 719/2022 tanggal 21 September 2022.

h) 6 (enam) lembar fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No0.2629,
Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi atas nama PT.
Summarecon Agung Tbk Berkedudukan di Jakarta Timur.

i) 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara Telah Dilaksanakan Pengalihan
Hak.

i) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa.

k) 3 (tiga) lembar fotokopi identitas CATUR PRABOWO yang terdiri dari

KTP, NPWP dan Kartu Keluarga
431 | 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BNI nomor 0573916576

atas nama CATUR PRABOWO periode 2018 - 2022
432 |1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT

AMARTA KARYA (Persero) dengan PT METRI MEGAPERSADA
Nomor: 207/BSCM/111807 — PPP/IX — 2018 tanggal 5 September
2018, Masa: 5 September 2018 s/d 31 Desember 2019, NK:

Rp1.831.678.420,00 (+PPN).
433 |1 (satu) lembar copy Surat Perintah Kerja nomor: 006/SPK

AMKA/BSN/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai

Rp481.684.000,00;
434 |1 (satu) lembar copy Surat Perintah Kerja nomor: 007/SPK-

AMKA/BSN/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai

Rp624.500.000,00;
435 |1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT

AMARTA KARYA (Persero) dengan PT METRI MEGAPERSADA
Nomor: 086/BSCM/111807 — PPP/V — 2019, tanggal 27 Mei 2019,

Masa: 27 Mei 2019 s/d 30 Oktober 2019, NK: Rp605.753.500,00
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(+PPN);
436 |1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 082/SPK-

AMKA/BSN/IV/2019, tanggal 16 Aprii 2019 dengan nilai

Rp85.509.350,00;
437 |1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 101/SPK-

AMKA/BSN/VI/2019, tanggal 3 Juni 2019 dengan nilai

Rp46.529.500,00.
438 | 1 (satu) bundel asli Surat Hak Milik (SHM) nomor 04062 an. HARMASTI

RIFTIANA.
439 |1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli nomor 587/2021, tanggal 06

Desember 2021
440 | 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening TAPRES Bank BCA nomor

rekening 4583114141 atas nama CATUR PRABOWO periode Agustus

2018 s.d. Desember 2022.
441 |1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Tahapan Bank BCA nomor

rekening 0071571211 atas nama CATUR PRABOWO periode Januari

2018 s.d. Desember 2022
442 | Terkait unit TMM A2220;

6 (enam) lembar fotokopi Akta Jual Beli nomor 439/2020 tanggal 31
Desember 2020

1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen
Taman Melati Margonda Nomor : 016-04/TMM-SAR/PPJB/2012,
tanggal 10 April 2012.

1 (satu) lembar fotokopi Denah Unit TMM A2220.

1 (satu) lembar fotokopi Spesifikasi Unit TMM A2220.

1 (satu) bundel fotokopi Cara dan Jadwal Pembayaran beserta

Dokumen Pembayaran

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan tanggal 28 Maret 2012.

4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima No0.567/TMM-
BAST/2013 tanggal 1 November 2013.

2 (dua) lembar fotokopi yang berisi KTP a.n AMELIA RINAYANTI, kartu

NPWP a.n CATUR PRABOWO dan kartu keluarga
443 | Terkait Unit GTMM2 C2027;

1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen
Grand Taman Melati Margonda 2 Nomor : 005-05/GTMM2-
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SAR/PPJB/2019, tanggal 23 Mei 2019.

1 (satu) lembar fotokopi Denah Unit GTMM2 C2027.

1 (satu) lembar fotokopi Spesifikasi Unit GTMM2 C2027.

1 (satu) bundel fotokopi Cara dan Jadwal Pembayaran beserta
Dokumen Pembayaran.

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan No. 840/05/GTMM2-
SPPU/20109.

3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima No.505/BAST-

GTMM2/VI111/20192013 tanggal 27 Agustus 2019
444 | 1 (satu) lembar print out dengan cap Prudential syariah yang berjudul

dokumen Total Penerimaan Komisi Agen A.N. AMELIA RINAYANTO.
445 | 1 (satu) lembar print out dengan cap Prudential syariah yang berjudul

Total Penerimaan Komisi Agen A.N. ALLIYA KYLARANI ZAHRA

PRABOWO
446 | 1 buah flash disc bermerk Sandisk berwarna hitam merah yang berisi

file sebagai berikut :

1. 1 (satu) folder softcopy 1. SURAT TUGAS ALFI yang berisikan:

1) Softcopy file dengan nama 006 - Pjs. PM - Toll- Achmad Alfi.pdf

2) Softcopy file dengan nama 035 - SPT - GKT - ACHMAD ALFI -
STRUCTURE SP - KKP PANGANDARAN.pdf.

3) Softcopy file dengan nama 165-SPT-CON | -Achmad Alfi - GSP -
Bandara Ambon.pdf

2. 1 (satu) folder softcopy DOKUMEN PENUNJUKAN SUBKON SIGLI
yang berisikan:

1) Softcopy file dengan nama Daftar Pengadaan Proyek Jembatan Tol
Sigli - Banda Aceh (15 Desember 2020).pdf

2) Softcopy file dengan nama (Angkur Jembatan) CV Era Baru Panel -
Kontrak.pdf

3) Softcopy file dengan nama (Elastomere Bearing Pad) PT Goro
Konstruksi Pratama - Kontrak.pdf

4) Softcopy file dengan nama (Jasa) PT Archiprima Cipta Nusa -

Kontrak Amandemen 1.pdf

5) Softcopy file dengan nama (Jasa) PT Archiprima Cipta Nusa -
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Kontrak.pdf

6) Softcopy file dengan nama 2. (Jasa) PT Indo Perkasa Utama -

Kontrak Amandemen 1.pdf

7) Softcopy file dengan nama 2. (Jasa) PT Indo Perkasa Utama -

Kontrak.pdf

8) Softcopy file dengan nama 2. (Jasa) PT Krueng Keureutou - Kontrak

Amandemen 1.pdf

9) Softcopy file dengan nama 2. (Jasa) PT Krueng Keureutou -

Kontrak.pdf

10) Softcopy file dengan nama 2. (Perancah PD8 dibatalkan) PT Beton

Perkasa Wijaksana - Kontrak.pdf

11) Softcopy file dengan nama 2a.
12) Softcopy file dengan nama 2a.

1.pdf

13) Softcopy file dengan nama 2a.

1.pdf

14) Softcopy file dengan nama 2a.

1.pdf

15) Softcopy file dengan nama 2a.

1.pdf

16) Softcopy file dengan nama 2a.
17) Softcopy file dengan nama 2a.

1.pdf

18) Softcopy file dengan nama 2a.
19) Softcopy file dengan nama 2b.
20) Softcopy file dengan nama 2b.

2.pdf

21) Softcopy file dengan nama 2b.

2.pdf

22) Softcopy file dengan nama 2b.

2.pdf

23) Softcopy file dengan nama 2b.

CV Era Baru Panel - SPH 1.pdf
PT Archiprima Cipta Nusa - SPH

PT Beton Perkasa Wijaksana - SPH

PT Central Mandiri Cemerlang - SPH

PT Goro Konstruksi Pratama - SPH

PT Indo Perkasa Utama - SPH 1.pdf
PT Jaya Anugerah Cahaya - SPH

PT Krueng Keureutou - SPH 1.pdf
CV Era Baru Panel - SPH 2.pdf

PT Archiprima Cipta Nusa - SPH
PT Beton Perkasa Wijaksana - SPH

PT Goro Konstruksi Pratama - SPH

PT Indo Perkasa Utama - SPH 2.pdf
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24) Softcopy file dengan nama 2b.

2.pdf

25) Softcopy file dengan nama 2b.

26) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

27) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

28) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

29) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

30) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

31) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

32) Softcopy file dengan nama 2c.
Negosiasi.pdf

33) Softcopy file dengan hama 2d.
& Negosiasi.pdf

34) Softcopy file dengan nama 2d.
Evaluasi & Negosiasi.pdf

35) Softcopy file dengan nama 2d.
Evaluasi & Negosiasi.pdf

36) Softcopy file dengan nama 2d.
Evaluasi & Negosiasi.pdf

37) Softcopy file dengan nama 2d.
Evaluasi & Negosiasi.pdf

38) Softcopy file dengan nama 2d.
Evaluasi & Negosiasi.pdf

39) Softcopy file dengan nama 2d.
Evaluasi & Negosiasi.pdf

40) Softcopy file dengan nama 2e.

PT Jaya Anugerah Cahaya - SPH

PT Krueng Keureutou - SPH 2.pdf
CV Era Baru Panel - Hasil

PT Archiprima Cipta Nusa - Hasil

PT Beton Perkasa Wijaksana - Hasil

PT Goro Konstruksi Pratama - Hasil

PT Indo Perkasa Utama - Hasil

PT Jaya Anugerah Cahaya - Hasil

PT Krueng Keureutou - Hasil

CV Era Baru Panel - Form Evaluasi

PT Archiprima Cipta Nusa - Form

PT Beton Perkasa Wijaksana - Form

PT Goro Konstruksi Pratama - Form

PT Indo Perkasa Utama - Form

PT Jaya Anugerah Cahaya - Form

PT Krueng Keureutou - Form

CV Era Baru Panel - Penunjukan
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Pemenang.pdf

41) Softcopy file dengan nama 2e. PT Archiprima Cipta Nusa -
Penunjukan Pemenang.pdf

42) Softcopy file dengan nama 2e. PT Goro Konstruksi Pratama -
Penunjukan Pemenang.pdf

43) Softcopy file dengan nama 2e. PT Indo Perkasa Utama -
Penunjukan Pemenang.pdf

44) Softcopy file dengan nama 2e. PT Krueng Keureutou - Penunjukan
Pemenang.pdf

3. Softcopy file dengan nama PFC - TOL SIGLI EDITED (2).xls

4. Softcopy file dengan nama RAPK Sigli - Ada TTD.pdf

5. Softcopy file dengan nama RAPK vs RAPT JEMBATAN TOL SIGLI -

BANDA ACEH.pdf
447 | 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade warna hitam merah

kapasitas 16 GB, yang berisi 1 (satu) file excel softcopy dengan nama

REK 129 000 713 9542 sebesar 19 KB.
448 | 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade warna hitam merah

kapasitas 8 GB, yang berisi 2 (dua) file excel softcopy dengan nama:
a. CATATAN KAS;

b. SUMMARY IN AND OUT_PEMANFAATAN
449 | 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Edge Warna hitam-merah

dengan kapasitas 16 Gb. Berisi satu buah file format Excel dengan

nama file GL Divisi 2018-2020
450 | 1 (satu) flashdisk merk Sandisk kapasitas 64GB dengan serial number

00007613071121020148
451 |1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk:

Sandisk, Kapasitas: 16 GB, Kode: SDCZ50-016G BL211157365W,
yang berisikan file-file “Dokumen kontrak antara Amarta karya dengan

Dahana”.
452 |1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade, kapasitas 32 GB, beserta

dokumen elektronik di dalamnya.
453 | 1 (satu) buah flashdisk merk HP kapasitas 32GB warna silver beserta

dokumen elektronik format PDF yaitu:
a. Termin 1 Pengadaan Jasa Konstruksi GOR UNJ T.A 2019;
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b. Termin 2 Pengadaan Jasa Konstruksi GOR UNJ T.A 2019;

c. Termin 3 Pengadaan Jasa Konstruksi GOR UNJ T.A 2019;

d. Termin 4 Pengadaan Jasa Konstruksi GOR UNJ T.A 2019;

e. Uang Muka 20% Pengadaan Jasa Konstruksi GOR UNJ T.A 2019;
f. Kontrak Konstruksi GOR UNJ - 2019;

g. Amandemen Kontrak Nomor 1 — Konstruksi GOR (AMKA);

h. Amandemen Kontrak Nomor 2 - PT. AMARTA KARYA (Persero);
i. Amandemen Kontrak Nomor 3 - PT. AMARTA KARYA (Persero);
j. BAST (FHO) GOR UNJ (2019);

k. BAST (PHO) GOR UNJ (2019);

|. Bukti Transfer Temuan BPK RI;

m. Hasil Pemeriksaan BPK RI.

yang tersimpan dalam folder “Dokumen GOR".
454 | 1 (satu) buah flashdisk SanDisk Cruzer Edge 4 GB SDC251-004G,

BH140224410N
455 | 1 (satu) buah flashdisk SanDisk Cruzer Edge 32 GB TAD-SDCZ50,

SDCZ50-032G, BM220153544W, beserta data elektronik didalamnya
456 |1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk kapasitas 32GB warna putih

beserta data elektronik didalamnya
457 | 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade warna merah hitam, kapasitas

8 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya
458 | 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade warna merah hitam , kapasitas

8 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya
459 | 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade warna merah hitam, kapasitas

16 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya
460 | 1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade warna merah hitam, kapasitas

8 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
461 |1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk kapasitas 8GB warna hitam

merah beserta data elektronik didalamnya
1 (satu) buah Flashdisk warna silver merek terhapus, beserta dokumen

462

elektronik di dalamnya
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 462 dikembalikan kepada

Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

dipergunakan dalam perkara lain.
463 [ 1 (satu) unit sepeda lipat merk Brompton type Explore warna hijau
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dengan frame number 710782, serial number 1908090851 beserta 1
(buah) buah tas warna hijau yang berisi aksesoris dan peralatan
pendukung lainnya yaitu:

a. 1 (satu) set ban cadangan tersegel;

b. 1 (satu) buah buku owners manual Brompton;

C. 2 (dua) buah spoke reflector pack (beserta blue manual dan
registration card);

d. 1 (satu) buah raw lacquer ( beserta red manual dan registration card);
e. 1 (satu) set kabel rem dan jari-jari roda, anak rantai, beserta alat
pendukungnya;

f. 1 (satu) buah cover bag warna hijau bertuliskan brompton.
464 | 1 (satu) unit sepeda lipat merk Brompton type Explore warna hijau

dengan frame number 712846, serial number 1908090627 beserta 1
(buah) buah tas warna hijau yang berisi aksesoris dan peralatan

pendukung lainnya yaitu:

a. 1 (satu) set ban cadangan tersegel;

b. 2 (dua) buah buah raw lacquer;

c. 1 (satu) set kabel rem dan jari-jari roda, anak rantai, beserta alat
pendukungnya;

d. 1 (satu) buah cover bag warna hijau bertuliskan brompton;

e. 1 (satu) buah buku owners manual Brompton;

f. 1 (satu) set kunci setting sepeda.
465 | 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat

di perumahan Serenia Hills Blok O-6, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta

Selatan.
Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor Urut 465 dirampas untuk negara

dan diperhitungkan dengan pembayaran uang Pengganti
466 | 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat

di Komplek Graha Indah Jalan Anggur Il Blok A 25 No. 5A Graha Indah
Rt. 009 Rw. 010 Jakamulya Bekasi dengan SHM nomor 3865 an. ELLIH

KURNIASIH, FEBRIANY RAHMAWATY dan REZA ANGGA WIJAYA;
467 | 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat

di Perumahan Grand Hastina Blok C Nomor 01, Kelurahan

Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,
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Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SHM nomor 04062 an. HARMASTI

RIFTIANA.
468 | 1 (satu ) lembar print out Bukti Transfer Dana Ke Rekening Bank Lain

Dalam Negeri tanggal 31 Mei 2023 ke rekening VA 8844202202570072
Rekening Penampungan KPK Perkara PT, sebesar Rp. 985.884.000,-

(sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh

empat ribu rupiah) a.n. penyetor Sunny Garden Property PT
Nomor Urut 466 sampai dengan Nomor Urut 468 dikembalikan kepada

Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

dipergunakan dalam perkara lain.
469 | Uang tunai sebesar Rp. 985.884.000,- (sembilan ratus delapan puluh

lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dikirim ke
rekening VA 8844202202570072 Rekening Penampungan KPK

Perkara PT.
470 | Uang sejumlah Rp1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)

yang ada di rekening penampung BNI KPK perkara PT. Amarta Karya

No rek. 8844202202570072
Nomor Urut 469 sampai dengan Nomor Urut 470 dirampas untuk negara

dan Diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;
471 |1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai BNI sebesar Rp.

1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) tertanggal
21/06/2023 dari penyetor YOHAN HARIADI WIDJAJA ke rekening

penampung BNI KPK No rek. 8844202202570072
472 | 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Kuningan,

Mata Uang: IDR, nomor rekening 2171186228 atas nama AMELIA

RINAYANTI periode 1 Januari 2018 — 31 Desember 2018.
473 | 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Kuningan,

Mata Uang: IDR, nomor rekening 2171186228 atas nama AMELIA

RINAYANTI periode 1 Januari 2019 — 31 Desember 2019.
474 | 1 (satu) bundel Fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCU Kuningan,

Mata Uang: IDR, nomor rekening 2171186228 atas nama AMELIA

RINAYANTI periode 1 Januari 2020 — 31 Juli 2020.
475 | 1 (satu) bundel Fotokopi Klik BCA Pembayaran Asuransi tanggal 08

Agustus 2018 atas nama 107 orang pegawai PT. Amarta Karya.
476 |1 (satu) lembar Surat Tugas Unity Corporation penunjukkan Amelia

Rinayanti sebagai tenaga pemasaran yang mensupport dan
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mensupervisi pembayaran premi setiap nasabah dari PT. Amarta Karya,

tanggal 14 Juni 2017.
Nomor Urut 471 sampai dengan Nomor Urut 476 dikembalikan kepada

Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

dipergunakan dalam perkara lain.
477 |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Apartemen Grand Taman Melati Margonda 2 nomor: 005-05/GTMM2-

SAR/PPJB/2019, Tanggal 23 Mei 2019.
Nomor Urut 477 dirampas untuk negara.
478 | 1 (satu) eksamplar opening accout/formulir pembukaan rekening efek

an. CATUR PRABOWO
479 |1 (satu) eksemplar surat pernyataan tatap muka dengan nasabah

tanggal 13 Juli 2018, dengan dilampiri oleh sreenshot gambar nasabah
(Catur Prabowo memperlihatkan KTP), Copy halaman depan Buku
tabungan Catur Prabowo norek BCA 0071571211, sreen shoot Video
call antara Karyawan dengan Nasabah ( CATUR PRABOWO), Sreen
Shoot Klik BCA milik Nasabah (Catur Prabowo), copy NPWP Catur

Prabowo dan copy identitas Catur Prabowo.
480 | 1 (satu) eksamplar Client Statement, berupa Rincian transaksi milik

nasabah an. CATUR PRABOWO dari awal pembukaan sampai dengan

tanggal 13 Mei 2022.
481 | 1 (satu) eksamplar Stock Movement G/L, berupa Rincian saham yang di

transaksikan oleh nasabah an. CATUR PRABOWO dari awal

pembukaan sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.
482 |1 (satu) eksamplar Mutasi rekening RDN norek4583114141 milik

nasabah an. CATUR PRABOWO dari Januari 2020 sampai dengan

tanggal April 2022.
483 | 1 (satu) lembar Client Portofolio (IpBOS), berupa Informasi kepemilikan

saham an. CATUR PRABOWO per tanggal 31 Juli 2023.
484 | 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Sky

House BSD+ oleh dan antara PT Sunny Garden Property dan Amelia
Rinayanti tertanggal 6 Juni 2019, dengan Ilampiran

a. 1 (satu) lembar copy KTP an. AMELIA RINAYANTI dengan NIK
3174067101740005. -
b. 1 (satu) lembar copy KTP an. CATUR PRABOWO NIK
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3173082911660002 dan copy NPWP CATUR PRABOWO
c. 1 (satu) lembar printout Bukti Sistem Pencatatan PT Sunny Garden

Property dengan customer AMELIA RINAYANTI tanggal 5 Agustus 2018
485 | 1 (tiga) lembar print out Nota Penjualan PT. Bali Inter Money Changer,

nama nasabah AMELIA RINAYANTI, JPY 160.000; rate: 125.70; Jumlah

Total 20.112.000; Tanggal 20 Januari 2020;
486 | 1 (tiga) lembar print out Nota Pembelian PT. Bali Inter Money Changer,

nama nasabah AMELIA RINAYANTI, SGD 63.000; rate: 10.895; Jumlah

Total 686.385.000; Tanggal 18 Desember 2020;
487 | 1 (satu) lembar fotokopi ktp Nasabah PT. Bali Inter Money Changer an.

AMELIA RINAYANTI
Nomor Urut 478 sampai dengan Nomor Urut 487 dikembalikan kepada

Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

dipergunakan dalam perkara lain.
488 | 1 (satu) unit Apartemen Grand Taman Melati Margonda 2 tower C lantai

20 Nomor 27. -
Nomor Urut 488 Dirampas untuk negara diperhitungkan dengan Beban

Pembayaran Uang Pengganti
Barang bukti tambahan diajukan saat Penuntutan
1. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Sharia Life Assurance

(Syariah) dengan nomor polis 10116084 atas nama CATUR PRABOWO

beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
2. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Sharia Life Assurance

(Syariah) dengan nomor polis 13223843 atas nama CATUR PRABOWO

beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
3. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Sharia Life Assurance

(Syariah) dengan nomor polis 11861114 atas nama AMELIA RINAYANTI

beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
4. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Sharia Life Assurance

(Syariah) dengan nomor polis 12653736 atas nama AMELIA RINAYANTI

beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
5. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Sharia Life Assurance

(Syariah) dengan nomor polis 13204653 atas nama AMELIA RINAYANTI

beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
6. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 06456654 atas nama CATUR
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PRABOWO beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening

asuransi tersebut;
7. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 12685672 atas nama CATUR
PRABOWO beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening

asuransi tersebut;
8. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 19640569 atas nama CATUR
PRABOWO beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening

asuransi tersebut;
9. |4. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 08425132 atas nama ASADEL
KEENAN WIDYADHANA PRABOWO beserta nilai uang tunai yang

tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
10. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 10322043 atas nama ALLIYA
KYLARANI ZAHRA PRABOWO beserta nilai uang tunai yang tersimpan

pada rekening asuransi tersebut;
11. |1 (satu) bundel polis asuransi PT Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 10393648 atas nama AMELIA
RINAYANTI beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening

asuransi tersebut;
12. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 19640588 atas nama AMELIA
RINAYANTI beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening

asuransi tersebut;
13. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 10364172 atas nama AMELIA
RINAYANTI beserta nilai uang tunai yang tersimpan pada rekening

asuransi tersebut;
14. |1 (satu) bundel polis asuransi PT. Prudential Life Assurance

(Konvensional) dengan nomor polis 13831530 atas nama ASADEL
KEENAN WIDYADHANA PRABOWO beserta nilai uang tunai yang

tersimpan pada rekening asuransi tersebut
15 | Uang tunai sebesar Rp. 91.751.939,00 (sembilan puluh satu juta tujuh
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ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) yang telah

disetor di rekening penampungan KPK
16 | Uang tunai sebesar Rp.149.985.246,00 (seratus empat puluh sembilan

juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam

rupiah) yang telah disetor di rekening penampungan KPK.
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 16 Barang Bukti Tambahan

diajukan saat Penuntutan dirampas untuk negara Diperhitungkan dengan

Beban Pembayaran uang Pengganti
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat

Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari
Senin tanggal 01 April 2024 oleh Kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., Hakim
Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai Hakim Ketua Sidang, KEMAL TAMPUBOLON, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, dan Dr. IHAT
SUBIHAT, S.H.,MH. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut diatas serta NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat

Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

KEMAL TAMPUBOLON, S.H.,M.H. POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
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NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81



